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PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal
dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya
berdasarkan kaidah berikut:

Konsonan

I =tidak dilambangkan = =dI

« =D L =th
& =i i Bvth
& =ts : = ’(koma menghadap ke atas)
¢ =] ¢ =gh
z =h < =f
c =kh & =q
3 =d g Tk
3 =dz Jd =1
D =r ¢ =
5 =z o =n
o =s ) =W
G =Sy ¢ =H
o= =sh s =Y

Hamzah (+) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun
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apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma

(“), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “& .
Vokal, Panjang, dan Diftong
Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah

ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. sedangkan bacaan

panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = & misalnya J& menjadi géla
Vocal (i) panjang = 1 misalnya J32 menjadi qila
Vocal (u) panjang = 0 misalnya 2 menjadi diina

(1344
1

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di
akhirnya.begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis
dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = misalnya J s menjadi gawlun
Diftong (ay) = < misalnya s> menjadi kKhayrun

Ta’ Marbuthah (3)

Ta’ Marbuthah (¢) ditransliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat,
tetapi ta’ marbuthah (3) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan
dengan menggunakan “h” misalnya 4w 2l 4l menjadi al-risalaglial-
mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari

susunan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di
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sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya 4ss, & menjadi fi
rahmatillah.
. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan, contoh:
1. Al-Imam al- Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhériy dalam mugaddimah kitabnya menjelaskan..
3. Masya’ Allah kdna wa ma lam yasyd’ lam yakun
4. Billah ‘azza wa jalla.
. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis
dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama
Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak
perlu ditulus dengan menggunakan sistem transliterasi. Seperti contoh berikut:

“Abdurrahman Wahid, “Amin Rais”, dan kata ‘“salat” ditulis dengan
menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan
penulisan namanya.

Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun dari orang

Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-

Rahman Wahid”, Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “shalat”.
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ABSTRAK

Titin Pawitri, 16220128, 2020. Implementasi Fasilitasi Repatriasi Pekerja
Migran Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus di Pos
Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Malang), Skripsi,Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

Kata Kunci : Fasilitasi Repatriasi, Pekerja Migran Indonesia
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus terhadap Pekerja

Migran khususnya regional Malang. Kemudian lahirlahUndang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang didalamnya
terdapat fasilitasi repatriasi atau pelayanan pemulangan yang dilakukan oleh
P4TKI Malang khususnya bagi pekerja migran regional Malang namun masih
banyak mengalami kendala dalam implementasinya.

Rumusan masalah yang ditarik dari latar belakang yaitu apa sajakah
persoalan yang dihadapi PATKI malang dan bagaimana upaya penyelesaiannya.
Kemudian bagaimanakah implementasi fasilitasi repatriasi ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-
undangan.Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap petugas
perlindungan di PATKI Malang dan beberapa informan yang merupakan pekerja
migran dari regional Malang yang berhasil dipulangkan oleh P4TKI Malang
kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang dihadapi
oleh PATKI Malang diklasifikasikan menjadi dua bentuk, pertama, persoalan
internal yang berasal dari PATKI Malang yaitu kurangnya fasilitas repatrisi yang
memadai dan wilayah kerja yang terlalu luas. Kedua, persoalan eksternal berasal
dari pekerja migran itu sendiri yaitu tingkat pendidikan yang rendah, kebutuhan
yang mendesak,danfaktor majikan. Upaya yang dilakukan oleh PATKI Malang
yaitu upaya represif diantaranya adalah melakukan koordinasi dengan UPT
lainnya, melakukan mediasi pekerja migran dengan PJTKI, mencegah praktek
percaloan, dan upaya preventif dengan cara sosialisasi. Ditinjau dari Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
implementasi tersebut sudah sesuai hanya karena faktor luarlah yang yang
mempengaruhi. Sedangkan perspektif hukum Islam, fasilitasi repatriasi
merupakan bentuk ta’awun atau tolong menolong dan juga bentuk perlindungan
pada orang-orang yang lemah.
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ABSTRACT

Titin Pawitri, 16220128, 2020. Implementation of Facilitating the Repatriation
of Indonesian Migrant Workers is Reviewed from Act No. 18 of 2017 on
the Protection of Indonesian Migrant Workers (Study done in Placement
and Protection of Manpower Indonesia Malang), Thesis, Islamic
Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Islamic State University
of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Risma Nur Arifah, M.H.

Keywords: facilitating repatriation, Indonesian migrant workers

This research is motivated by the many cases of migrant workers,
especially in the Malang region. Then was born Law No. 18 of 2017 concerning
the Protection of Indonesian Migrant Workers in which there was a facilitation of
repatriation or repatriation services carried out by PATKI Malang especially for
Malang regional migrant workers but there were still many obstacles in its
implementation.

The formulation of the problem that was drawn from the background is
what are the problems faced by PATKI Malang and how to solve them. Then how
is the implementation of repatriation facilitation in terms of Law Number 18 Year
2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and Islamic Law.

This type of research is empirical juridical research with sociological
juridical approach, conceptual approach and legislation approach. Data collection
is done by interviewing protection officers at P4TKI Malang and several
informants who are migrant workers from the Malang region who were
successfully repatriated by Malang PATKI then analyzed descriptively qualitative.

The results showed that the problems faced by PATKI Malang were
classified into two forms, first, internal problems originating from P4TKI Malang,
namely the lack of adequate repairs facilities and too wide working areas. Second,
external problems stem from migrant workers themselves, namely low levels of
education, urgent needs, and employer factors. The efforts made by P4TKI
Malang are repressive efforts including coordinating with other UPTs, mediating
migrant workers with PJTKI, preventing brokering practices, and preventive
efforts by means of socialization. In terms of Law Number 18 Year 2017
concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers, the implementation is
appropriate only because external factors influence. Whereas the perspective of
Islamic law, facilitation of repatriation is a form of ta'awun or help and also a
form of protection for the weak.

Xix



) .” !. 53
wﬁw\duﬂ\ﬁdﬁwwz\n\fﬁd2019 ¢YTYY Y YYA cgs_)ﬁ..ubu#
Jlasdl Alaa (L83 2017 plad 18 o8, G5 (g ha gl () Goppnssi 523
Alalall (g 8l Alan 5 iila 5 (B Sy sl ) 53) Gt 53V G saleall
S ¢ Sl (g batl) ¢ i A 5 el ¢ A gl egmiVle dpuasd 3Y)
2l sl ) e Y a8 daadla¥) A gall dnala ¢ day )
e Ade ysile gy Ll

Ot 533Y) O el Jlaad) ¢ ka5l Ble ) g dpalidal) e
Oaledl Jlead) la oLy 2017 4 18 A, sl @l sy 23 =YL
L2 psii Al cplagill sale) of glagll ) B3 gall Bt aa gy s (e g3y
Go aaall Aia J 5 Y oS0 e miVle 8 i) saleall Jleall Lals xLPATK]
o385 (8 sl
aal g A JSLEAN o Lo oo Al (e LemDlaial i ) AIS5) delpn
O G e Gha sl () B2 gall g 28 &y (BS o5 Leda 4885 x3Wle PATK
gDy s 5 e 5331 G paleall Jland) dlea (L33 2017 42 18 o8
¢ elaa¥l Sl meill ae wad (S Gy e Sl e g gl 1oa
& Aleal) aluz Aliae A (e bl pes alys ¢ il zeill 5 amlaall gl
ol Ve ddhie (e O alee e 2t Gl (il Ge 22l 5 YL PATKI
A il ddin s =iVl PATKI Ui (e plads | sae
¢ OSE L Lghiiat o miWle PATKI 4al s ) dSLaall (o)) gibil) o jedil
Tl 38 e 3sa g ade a5 ¢ @Yl PATKI oo 4alil) 4dalall JSLaal ¢ JgY)
caled) Jlaadl e daa il edid) Lo ¢ Wil 36l daul s Jae shalia s 44818
deadl Caalia Jalge 5 ¢ daldl claliia¥ly ¢ anlaill Gl giise palisil ol ¢ aguilf
AY) Giaa ae Gpeatl) GlD 8 Loy Al 3 gean (& @YWL PATKI Wil il 3 seall
‘\_1.113)]\ A)ﬁj\j 3 BM\ &L\Lm)l.u @AJ 68)}4\ & u.i)a\.@..d\ Jlaxll ‘_,_‘A.Lu.u).\jb ¢
Jleal) Llea (L 2017 45ad 18 o8, 0 8EL Glaty e Apelain ) L0iilll 5y 5h e
OF s G i Aaa A Jalsall O T ulie 25 (8 ¢ G s33Y) (o saleal
S stadll JaT e IS5 8 gl ) koY) dignss (8 ¢ Faadlu) dag i) ) slaia
elinall Llaall JISET e JSE Wl 5 3ac Lusall

XX

OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Malang adalah kota yang terletak pada dataran tinggi dengan luas
142,28 km?* Kota Malang termasuk daerah yang subur di Jawa Timur,
memiliki tempat wisata yang beragam sehingga banyak dikunjungi oleh
wisatawan baik lokal maupun asing. Selain dikenal dengan pusat rekreas,
Malang juga merupakan pusat pendidikan dimana ada beberapa universitas
negeri maupun swasta seperti Universitas Maang, Universitas Brawijaya,

Universitas Islam Negeri Malang, Universitas Merdeka dan masih banyak

lagi.

l“Geografis- Pemerintah Kota Malang”.Pemerintah Kota Malang, https://malangkota.go.id/sekilas-
malang/geografis/ diakses tanggal 8 Oktober 2019.



Daerah yang strategis dengan didukung oleh potensi alam yang begitu
indah menjadikan Malang sebagai tempat yang menjanjikan untuk
menjalankan aktivitas perekonomian. Baik bagi penduduk asli maupun
pendatang berbondong-bondong ke Kota Maang untuk mendirikan usahanya
sendiri. Namun, hal itu hanya berlaku untuk pemilik modal sagja, tidak semua
penduduk Malang mampu mendirikan usaha di daerah sendiri. Hal tersebut
melatarbelakangi sebagian penduduk Malang memilih bekerja pada orang
lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri sebagai pekerja migran
Indonesia (PM1).

Iming-iming gaji yang besar menjadi faktor penarik yang kuat
terhadap minat kerja di luar negeri. Dalam acara sarasehan di Universitas Ma
Chung Maang, Setiawan selaku pemateri menyebutkan bahwa gaji pembantu
rumah tangga di Hongkong mencapal 8,5 juta rupiah sedangkan menjadi
pembantu rumah tangga di Jakarta yang UMR-nya tinggi hanya diggji
maksimal 2 juta rupiah.? Posisi demografis Indonesia yang memiliki budaya
migrasi juga tidak terlepas dari salah satu faktor yang menjadikan penduduk
khususnya kota Malang untuk bekerjadi luar negeri.?

Tidak ada larangan bagi setiap orang untuk bekerja dimana sgja.
Siapapun memiliki kebebasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Seseorang melakukan migras ke tempat lain tujuannya adalah untuk

2 Radar Malang, Terungkap! Ini Penyebab Jumlah Tenaga Kerja Indonesia Terus Meningkat, edisi
20 Desember 2018, 5

% Pemerintah Kota Malang, “Geografis Malang” https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis
diakses 20 Oktober 2019



meningkatkan standart hidupnya agar lebih baik dari sebelumnya* Allah
SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-Jumuah ayat 10:
ST 15,8505 A1 S (o 15ricy oy 31 D 1y nith Bl s 1313

bl
Artinya: “apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di mui<a
bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya
kamu beruntung.””®

Ayat tersebut memerintahkan kepada setiap orang yang hidup di dunia
ini hendaklah mencari rezeki dimana sga asalkan haa. Permukaan bumi
yang luas ini memberi kebebasan seseorang untuk bisa memilih dimana dia
bisa mencari pekerjaan. Tidak terkecuali menjadi pekerja migran Indonesia di
luar negeri.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal
27 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas
pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.” Pasal ini
menegaskan bahwa warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak,
namun hal ini seolah-olah tidak berlaku bagi sebagian pekerja migran di luar
negeri yang mendapatkan perlakuan tidak layak saat bekerja.

Menjadi pekerja migran Indonesia yang bekerja pada orang lain
terlebih tidak di negara sendiri tidak selalu berjalan baik-baik sga. Banyak

permasalahan yang dihadapi masyarakat Maang dan sekitarnya ketika

* Solidaritas Perempuan. HAM dalam Praktek, Panduan Melawan Perdagangan Perempuan dan
Anak. (Jakarta, 2000), 13

> QS. Al-Jumu’ah (62):10

®Departeman AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamilquran, 2009), 554.
"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



menjadi pekerja migran di luar negeri diantaranya adalah tindak pidana
perdagangan orang (TPPO), terorisme, pelecehan seksual dan kekerasan.®

Dari setiap negara penempatan, ditemui jenis kasus yang berbeda-
beda pula. Arab Saudi dan Malaysia merupakan dua negara dengan kasus
kekerasan terhadap pekerja migran terbanyak sedangkan negara Taiwan dan
sekitarnya merupakan negara dengan kasus pelecehan seksual terbanyak.’
Kasus-kasus yang timbul di negara penempatan dilatarbelakangi oleh
berbagai situasi dan kondisi di negara tersebut.

Kasus-kasus yang menimpa perkerja migran dari wilayah Kota
Malang dan sekitarnya (regional Malang) kemudian menjadi tanggung jawab
Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(PATKI) Maang. PATKI regional Malang tersebut memiliki sepuluh wilayah
kerja yaitu Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota
Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang,
Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo.

Pekerja Migran bermasalah di wilayah kerja PATKI Malang banyak
yang mendapatkan perlakukan tidak manusiawi di luar negeri seperti tidak

digaji puluhan tahun, dilarang mandi dan berbagai pembatasan hak-hak

8 Kaleidoskop Tahun Ketiga Kabinet Kerja “Perlindungan WWNI”, 2017, 65

° Arief Dian, “4 Negara yang Jadi Surga Duit Bagi TKI, Namun Juga Bisa Berubah Menjadi
Neraka Dunia”, https://www.boombastis.com/negara-berbahaya-buat-tki/127782 diakses 11
Desember 2019.



lainnya.’® Berikut beberapa kondisi yang dialami oleh pekerja migran di luar

negeri yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Tabd 1

Kondisi yang Dialami Pekerja Migran dan
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia yang Dilanggar

Kondis yang Dialami
Pekerja Migran Indonesia

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

yang Dilanggar

- ldentitas Palsu

- Tidak mengetahui prosedur
penempatan pekerja migran
Indonesia

- Penyiksaan (baik yang terjadi
di penampungan maupun di
negera penempatan)

- Penyekapan dan
pengekangan

- Pemperian makanan dan
fasilitas yang buruk baik di
penampungan maupun di

Hak untuk hidup dan keamanan
Bebas dari penyiksaan,
kekgjaman, perlakuan yang tidak
manusiawi, penghukuman

Hak atas kebebasan bergerak dan
berpindah

Hak atas standart hidup yang
memadal

Hak menentukan nasib sendiri
Hak-hak kesehatan

Bebas berpindah dan tinggal

Hak atas identitas yang sah

negara penempatan. - Hak atasinformasi
- Tidak memahami is kontrak | - Hak untuk beribadah
kerja

Sumber: Devi Rahayu, dalam Jurnal Penguatan Hak-Hak Buruh Migran
Melalui Pelibatan Community Based Organization Sebagai Upaya
Pencegahan Perdagangan Perempuan di Madura, Fakultas Hukum,
Universitas Trunojoyo Bangkal an.

Dalam upaya melindungi hak-hak pekerja migran, fasilitas repatrias
merupakan kebijakan pemerintah untuk mengembalikan pekerja migran ke
daerah asalnya. Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (PATKI) Regional Maang sebagai pemberi pelayanan pengaduan

(Crisis Center) untuk selanjutnya memberikan perlindungan telah

1 wilda Fizriyani, “Malang Penyumbang Tenaga Kerja Migran Tertinggi di Indonesia”,
https.//www.republika.co.id/berita/nasi onal/daerah/18/12/03/pj 5uzc366-mal ang-penyumbang-
tenaga-kerja-migran-tertinggi-di-indonesia, diakses 26 Oktober 2019



mengupayakan berbagai cara untuk membantu kepulangan pekerja migran
Indonesia di wilayah kerja PATKI Malang yang bermasalah.

Permasalahan yang menimpa pekerja migran regional Malang tidak
bisa dipungkiri akan terus terjadi. Segala upaya yang dilakukan oleh PATKI
Malang juga terus dilakukan. Tujuannya agar pekerja migran Indonesia yang
berada di luar negeri tidak berlarut-larut dalam permasalahannya. Di sisi lain,
upaya repatriasi yang dilakukan olen PATKI Malang tidak seperti yang
diharapkan.

Rencana yang telah disusun oleh PATKI Malang dalam upaya
fasilitasi repatrias mengalami banyak persoalan sehingga pemulangan di
wilayah kerja PATKI Malang tidak sesuai dengan jadwal pelaksanaan. Ada
banyak persoalan-persoalan yang menjadi faktor hambatan dalam upaya
fasilitasi repatriasi. Persoalan-persoalan tersebut berasal dari lembaga PATKI
Malang maupun dari pekerjamigran itu sendiri.

Dari paparan tersebut, tentang kasus-kasus yang terjadi, persoalan-
persoalan yang dihadapi oleh PATKI Malang dan juga upaya yang dilakukan
mendorong penulis untuk melakukan kajian tentang implementas fasilitasi
repatrias  berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja migran Indonesia dan peraturan lainnya. Untuk
menjawab rumusan yang disusun peneliti, selanjutnya peneliti mengambil
judul “Implementasi Fasilitasi Repatriasi Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau

dari Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja



Migran Indonesia. (Studi Kasus di Pos Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesial PATKI Malang)”.

Rumusan M asalah

1

Apa sgjakah persoalan-persoalan yang dihadapi PATKI Malang terhadap
upaya implementasi fasilitasi repatriasi pekerja migran regional Malang
dan bagaimana upaya penyel esaiannya?

Bagaiamana tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap implementas fasilitasi
repatriasi?

Bagamana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi fasilitas

repatriasi ?

. Tujuan Pen€litian

1. Mengidentifikasi  persoalan-persoalan yang menjadi  hambatan

implementasi  fasilitas repatriasi di PATKI Maang dan upaya
penyelesaiannya.

Menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap implementasi fasilitasi
repatriasi.

Menganadisis tinjauan hukum Islam terhadap implementasi fasilitas

repatriasi.



D. Manfaat Penelitian
1. Secarateoritis
a. Kajian dalam penelitian ini akan menambah dan memperluas
pengetahuan tentang masalah-masalah yang menimpa pekerja migran
Indonesia khususnya regional PATKI Malang, upaya faslitas
repatrias yang dilakukan, persoalan-persoalan yang dihadapi serta
upaya mengatasinya.
b. Penelitian ini digunakan sebagai salah satu bahan literasi bagi
penelitian selanjutnyaterkait perlindungan pekerja migran Indonesia.
2. Secarapraktis
Manfaat secara praktis lebih ditekankan kepada manfaat yang
diperoleh peneliti yaitu sebagai pengalaman praktis di bidang penelitian
yang memberikan wawasan terhadap masalah-masalah yang menimpa
pekerja migran Indonesia khususnya regiona PATKI Malang, upaya
fasilitas repatriasi yang dilakukan, persoalan persoalan yang dihadapi
serta upaya mengatasinya.
E. Definis Operasional
“Fasilitasi” berasal dari kata “fasilitas” yang dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala sesuatu yang dapat melancarkan
tugas; kemudahan sedangkan “repatriasi” adalah pemulangan kembali orang
ke tanah airnya.™ Istilah “fasilitasi repatriasi”’muncul dalam Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja migran Indonesia Pasal

" Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Jakarta,
2008, 405



21 ayat (1) huruf h. Dalam penjelasan pasal yang disebut, yang dimaksud
dengan “fasilitasi repatriasi” adalah bantuan pemulangan yang diberikan
kepada Pekerja migran Indonesia dalam hal terjadi peperangan, bencana alam,
wabah penyakit, deportasi, dan Pekerja migran Indonesia yang mengalami
masalah.”? Fasilitas repatriasi merupakan kebijakan yang diberikan
pemerintah melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja migran Indonesia yang berkoordinasi dengan BNP2TKI, BP3TKI,
LP3TKI dan PATKI."™

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2 TKI) merupakan badan yang terkoordinasi untuk melakukan
pelaksanaan kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar
negeri. BNP2TKI berkedudukan di ibu kota negara. BNP2TKI berkoordinasi
dengan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenega Kerja
Indonesia (BP3TKI1) yang berkedudukan di ibu kota provinsi dengan dibantu
oleh Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(LP3TKI). Lembaga dibawahnya yang berkedudukan di kota atau kabupaten
adalah Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(PATKI).*

Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

ini adalah lembaga yang berwenang memberikan pelayanan kepulangan di

“Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

3 BNP2TKI, “BP3TKI, LP3TKI, dan PA4TKI, Nama dan Alamat Seluruh Indonesia”,
http://www.bnp2tki.go.id/informasi-detail/bp3tki-I p3tki-dan-p4tki-nama-dan-al amat-sel uruh-
indonesia, diakses 26 Oktober 2019

14 BNP2TKI, “Lokasi Unit Pelayanan Teknis (UPT)”, http://www.bnp2tki.go.id/profil-upt ,
diakses 26 Oktober 2019
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pelabuhan embarkasi/ debarkasi, selain itu juga dapat mengikutsertakan peran
lembaga yang terkait dengan perlindungan pekerja migran.®®
F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penyusunan penulisan yang
dibuat oleh peneliti agar mudah dipahami oleh siapa sgja yang membacanya.
Sistematika penulisan menggambarkan jalan pikiran pendliti  untuk
mengarahkan pembaca kepada tulisannya. Berikut sistematika penulisan yang
telah disusun oleh penulis:

BAB | : PENDAHULUAN ; isinya memuat tentang latar belakang.
Latar belakang menguraikan tentang bagaimana peneliti mendapatkan ide,
gagasan dan kasus yang menarik untuk ditulis. Latar belakang ini
menguraikan bahwa implementasi fasilitas yang dilakukan oleh PATKI
Malang pernah mengalami persoalan sehingga menghambat kinerjanya
sehingga penting kiranya untuk diteliti faktor-faktor apa yang menimbulkan
persoaan tersebut. Kemudian rumusan masalah adalah susunan pertanyaan
yang menjadi teka-teki untuk selanjutnya diteliti berdasarkan latar belakang
yang telah diuraikan. Selanjutnya tujuan penelitian membahas mengenal
maksud yang ingin diperoleh peneliti. Manfaat penelitian ditulis untuk
menguraikan tentang bagaimana tulisan tersebut dapat difungsikan baik
secara teoritis maupun secara teknis. Definisi operasional menjelaskan

kalimat pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian agar tidak

® Hardijan Rusli, Hukum Ketenagakerjaan, Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 38.
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menimbulkan kerancuan makna. Kemudian sistematika penulisan adalah
gambaran umum tentang bagaimana penulis menyusun tulisannya.

BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA ; merupakan bagian dari skripsi
dimana peneliti meletakkan dasarnya dalam meneliti. Tinjauan pustaka akan
menguraikan tentang penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan atau
hampir sama dengan tema yang diambil oleh pendliti yaitu tentang
perlindungan pekerja migran Indonesia khususnya dalam implementasi
fasilitass atau pelayanan pemulangan. Dengan begitu peneliti  dapat
menemukan persamaan dan perbedaan sebagai bahan untuk memperkaya
tulisan. Selain itu, tinjauan pustaka yang disusun peneliti mengenai materi
tentang persoalan yang muncul dalam implementas fasilitas repatrias
pekerja migran beserta materi lain yang mendukungnya.

BAB Il : METODE PENELITIAN ; merupakan cara pendliti
menjelaskan pertama, jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis-empiris.
Kedua, pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis, pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Ketiga, lokas
penelitian di PATKI Malang. Keempat, jenis dan sumber data, untuk data
primer yaitu hasil wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur
tambahan dari buku-buku, jurnal, dan karya tulis lainnya. Kelima, metode
pengumpulan data yaitu dengan wawancara terbuka dan terstruktur. Keenam,
metode pengolahan data dengan editing, clasifying, verifying, analysing dan

concluding.
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BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN ; bab ini
merupakan bab inti dalam penelitian. Pada hasil penelitian dan pembahasan
adalah bagian dimana penulis menguraikan, menjelaskan, dan menganalisa
data yang telah diperoleh dari PATKI Malang tentang persoalan-persoaan
dalam implementasi fasilitasi repatriasi pekerja migran yang bermasalah di
negara penempatan dan upaya menyel esaikannya.

BAB V : PENUTUP ; bab ini dibagi menjadi kesimpulan dan saran.
Kesimpulan adalah rangkuman informasi inti yang menjadi jawaban dari
rumusan masalah sedangkan saran adalah masukan atau usulan yang dapat
diberikan oleh peneliti kepada pihak-pihak terkait untuk perbaikan jangka
panjang masa yang akan datang terkait dengan kebijakan perlindungan

pekerja migran sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja



BAB |1

KAJIAN PUSTAKA

A. Pendlitian Terdahulu

Pertama,“Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif
Maghosid Syariah” oleh Dian Karuniawati, mahasiswi Jurusan Al-Akhwal
Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Isslam Negeri Maulana Malik
lbrahim Malang pada tahun 2014.'° Penelitian ini dilatarbelakangi oleh
perlakuan yang kurang menyenangkan terhadap calon tenaga kerja wanita
(TKW) ketika berada di bala penampungan sebelum diberangkatkan ke
negera penempatan. Mereka harus menunggu sekitar 3 atau 6 bulan untuk

bisa diberangkatkan ke luar negeri dengan kondisi penampungan yang tidak

% Dian Karuniawati, Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Maghosid Syariah.
Skripsi (Malang, Universitas I|slam Negeri Maulana Malik [brahim Malang, 2014)

13
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layak. Mereka juga harus mematuhi segala peraturan seperti tidak bisa pulang
ke rumah, tidak bisa keluar dari penampungan kecuali mendapat ijin dari
petugas sedangkan mendapatkan ijin itu sendiri sangat sulit.

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa bentuk perlindungan BLK-
LN “Anugrah Jaya” diklasifikasikan menjadi dua bentuk perlindungan yaitu
upaya perlindungan yang diberikan BLK-LN “Anugrah Jaya” Kota Malang
kepada calon TKW dan upaya hukum yang digunakan untuk memberikan
perlindungan kepada calon TKW. Upaya perlindungan yang diberikan BLK -
LN “Anugrah Jaya” Kota Malang diantaranya adalah pelatihan keterampilan,
pelatihan bahasa negara tujuan, pembekalan rohani, pembekalan akhir
pemberangkatan CTKW, perjanjian kerja, asuransi perlindungan TKI,
asurans di luar negeri, dan mitra kerja di luar negeri. BLK-LN “Anugrah
Jaya” Kota Malang dalam menjalankan kegiatan operasionalnya berpedoman
pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969
tentang Ketentuan-K etentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Terkait dengan
pelayanan BLK-LN “Anugrah Jaya” menurut perspektif Magashid Syariah,
dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat tujuan hukum
Islam dibagi dalam lima misi yaitu memelihara Agama, mamalihara jiwa,
memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Dalam upaya
perlindungan berdasarkan magashid syariah tersebut ada yang sudah sesuai
dan ada yang belum sesuai. Adapun yang sudah sesuai iadah dalam hal

memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara harta,
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sedangkan yang tidak sesuai adalah memelihara keturunan dan memelihara
jiwa(ijin wali).

Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian
yaitu yuridis empiris dengan tema penelitian yaitu tentang perlindungan
pekerja migran khususnya regional Malang. Sedangkan aspek yang
membedakan dengan pendlitian terdahulu adalah mengenai posisi pekerja
migran yang di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu masa
sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja. Perlindungan yang
dimaksud dalam penelitian terdahulu merupakan perlindungan sebelum
bekerja karena masih berada di balai penampungan BLK-LN “Anugrah Jaya”
sedangkan perlindungan dalam penelitian penulis adalah perlindungan selama
bekerja yaitu fasilitasi rapatrias atau pelayanan pemulangan oleh PATKI
Malang. Selain perbedaan tersebut, penelitian terdahulu menggunakan
pendekatan kualitatif dengan fokus analisis magashid syariah terhadap
pelayanan BLK-LN terhadap calon TKW sedangkan penelitian penulis
menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-
undangan terhadap upaya fasilitasi repatriasi yang dilakukan oleh PATKI
Malang terhadap pekerja migran regional Malang yang bermasalah di negara
penempatan.

Kedua, skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga
Kerja Indonesia Bermasalah asal Kalimantan Barat yang Bekerja di

Malaysia” oleh Arief Syafrianto, mahasiswa Universitas Tanjungpura
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Pontianak pada tahun 2013.Y Pendlitian tersebut dilatarbelakangi oleh
banyaknya kasus-kasus pidana maupun perdata yang menunjukkan belum
terlaksananya penempatan dan perlindungan pekerja migran di negara
penempatan dengan bak. Kasus-kasus tersebut diantaranya adalah
ditelantarkan pelaksana penempatan pekerja migran swasta, tidak dibayar
upah kerjanya sesuai perjanjian, tidak mendapatkan biaya pengobatan ketika
sakit, tidak mendapatkan jaminan perlindungan kerja, mendapatkan
intimidasi, serta mengalami pelecehan seksual oleh majikan maupun oknum
penegak hukum di Maaysia.

Hasil penelitian terdahulu menjelaskan bahwa perlindungan hukum
terhadap pekerja migran bermasalah dari Kalimantan Barat dan provins
lainnya yang bekerja di Malaysia pada prinsipnya sudah dilakukan secara
optimal oleh pemerintah melalui upaya pembelaan dan pendampingan hukum
oleh KBRI, upaya perlindungan oleh Kementerian Luar Negeri, koordinasi
antar instansi terkait di Indonesia, penampungan pekerja migran yang
dideportasi oleh Malaysia, menjalin kesepakatan antara Pemerintah Indonesia
dengan Malaysia, mengirimkan delegas DPR-RI ke Malaysia. Namun, disisi
lain tetap sga muncul permasalahan yang disebabkan oleh perilaku
menyimpang pekerja migran dan perlakuan yang tidak manusiawi majikan di
Malaysia. Pemerintah juga mengupayakan rencana jangka panjang yang lebih
efektif diantaranya adalah membuka lapangan kerja seluas-luasnya,

melakukan evaluasi migrasi pekerja migran dari Indonesia ke Malaysia,

Y Arief Syafrianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal
Kalimantan Barat yang Bekerja di Malaysia, Skripsi Universitas Tanjungpura 2013.



17

mengkaji secara cermat norma perlindungan hukum bagi pekerja migran,
pembenahan dan penguatan peran atase atau perwakilan pemerintah di negara
penempatan, pembenahan dan penguatan peran kementerian Luar Negeri dan
terakhir yang paling penting adalah pembenahan sistem pengupahan yang
lebih baik lagi.

Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu adalah mengena tema
penelitian secara spesifik yaitu perlindungan pekerja migran selama bekerja
di luar negeri. Adapun sisi yang membedakan adalah penelitian terdahulu
adalah jenis penelitian normatif dan sosiologis yang meneliti secara umum
perlindungan pekerja migran dari Kalimantan Barat selama bekerja di luar
negeri dengan orientasi kebijakan jangka panjang yang dilakukan oleh
pemerintah Indonesia sedangkan penelitian penulis adalah yuridis empiris
mengenai perlindungan pekerja migran regiona Malang selama bekerja di
luar negeri dengan fokus terhadap kebijakan fasilitas repatriasi atau
pelayanan pemulangan yang dilakukan oleh PATKI Malang.

Ketiga, Skripsi berjudul “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja
Indonesia (TKI1) pada Masa Pra Penempatan (Tinjauan Y uridium UU No. 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri)” oleh
mahasiswi jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta, Anitya Nur Indah Permatasari pada tahun 2016.'°
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di

8 Anitya Nur Indah, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada Masa Pra
Penempatan (Tinjauan Yuridium UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
TKI di Luar Negeri). Skripsi (Surakarta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2016)
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Luar Negeri yang faktanya lebih banyak mengatur prosedural dan tata cara
penempatan pekerja migran ke luar negeri dan hanya sedikit mengatur hak-
hak dan jaminan perlindungan buruh migran dan angoota keluarganya
khususnya pada masa pra penempatan.

Penelitian terdahulu tersebut menjelaskan bahwa perlindungan
pekerja migran pada masa pra penempatan diatur di dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri. Namun, realitanya undang-undang tersebut tidak
mampu menjawab semua permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang
terjadi umumnya disebabkan oleh pegetahuan pekerja migran yang tidak
memadai sehingga tidak memiliki kesadaran dan budaya tertib hukum. Oleh
sebab itu pemerintah dituntut untuk merevis Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri dengan menambahkan syarat bagi calon pekerja migran seperti
minimal pendidikan adalah SLTA tujuannya untuk meningkatkan kualitas
pekerja migran yang dikirim ke luar negeri serta meminimalisir kasus-kasus
yang menimpa pekerja migran khususnya kasus penipuan. Selain itu sebelum
mengirimkan pekerja migran ke luar negeri hendaklan pemerintah
memberikan pendidikan dan pelatihan yang memada sehingga pekerja
migran yang bekerja di luar negeri memiliki keterampilan dan keahlian yang
cukup dan mereka memiliki keunggulan kompetitif. Tujuan utama dari revis
undang-undang tersebut adalah memberikan jaminan kesegjahteraan sosial

kepada pekerja migran karena selama ini peraturan tentang jaminan
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kesgjahteraan sosial bagi pekerja migran belum ada. Jaminan kesejahteraan
sosial yang dimaksud diantaranya adalah jaminan kesehatan, jaminan
asuransi, jaminan memperoleh hari libur, jaminan penghidupan yang layak,
jaminan mendapatkan upah yang sesuai, jaminan pendidikan, jaminan
keamanan, jaminan untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai
dengan agama dan kepercayaannya, serta jaminan perlindungan hukum.
Aspek persamaan dengan penelitian terdahulu adalah tema tentang
perlindungan pekerja migran di luar negeri. Adapun perbedaannya terletak
pada jenis penelitian terdahulu yang merupakan penelitian kepustakaan
(library research) dengan fokus menganalisis kebijakan pemerintah dalam
perlindungan pekerja migran yang dirumuskan dalam Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesiadi Luar Negeri yang realitanya selamaini peraturan tersebut belum
mencakup jaminan perlindungan kesgjahteraan sosial pekerja migran di luar
negeri. Sedangkan penelitian yang diambil oleh penulis adalah penelitian
yuridis empiris dimana penelitian ini menganalisis implementasi repatrisi atau
pelayanan pemulangan pekerja migran yang merupakan kebijakan pemerintah
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di PATKI Malang. Pada intinya
penelitian penulis tidak menganalisis perundang-undangan kemudian
mengkritiss  kebijakan yang tertuang di pasal-pasanya kemudian

menyarankan revisi, namun menganaisis implementasi dari kebijakan yang



20

tertuang di dalamnya apakah sudah sesuai dengan yang diamanatkan oleh

undang-undang tersebut.

Tabd 2.

Perbandingan penelitian terdahulu dengan pendlitian penulis.

Skrips

Perlindungan Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif
Maghosid Syariah (Dian Karuniawati, Mahasiswi Jurusan Al-
Akhwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syariah, Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014)

Per samaan

Jenis penelitian empiris yuridis dengan tema yang diambil
tentang implementasi perlindungan pekerja migran khususnya
yang berasal dai regiona Maang, implementas
perlindungan tersebut dimaksudkan untuk memperjuangkan
hak-hak pekerjamigran.

Perbedaan

Penelitian terdahulu: menggunakan pendekatan kualitatif
terhadap implementasi  perlindungan pekerja migran di
balai penampungan BLK-LN “Anugrah Jaya” dengan
pisau analisis magashid syariah. Posisi pekerja migran
dalam penelitian terdahulu yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia adalah masa sebelum bekerja
karena masih berada di penampungan. Penelitian terdahulu
menjelaskan bahwa bentuk perlindungan BLK-LN
“Anugrah Jaya” diklasifikasikan menjadi dua bentuk
berlindungan yaitu upaya perlindungan yang diberikan
BLK-LN “Anugrah Jaya” Kota Malang kepada calon
TKW dan upaya hukum yang digunakan untuk
memberikan perlindungan kepada calon TKW. Upaya
perlindungan yang diberikan diantaranya adalah pelatihan
keterampilan, pelatihan bahasa negara tujuan, pembekalan
rohani dan bentuk pembelakalan lainnya. Sedangkan
dalam menjalankan kegiatan operasionanya berpedoman
pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigras diantaranya adalah Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

- Pendlitian penulis:. menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis, pendekatan konseptual dan pendekatan
perundang-undangan terhadap perlindungan pekerja
migran selama bekerja yaitu implementas faslitas
repatriasi di PATKI Malang. Posisi pekerja migran dalam
penelitian penulis yang diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia adalah masa selama bekerja. Penelitian
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penulis mengklasifikaskan persodan yang dihadapi
PATKI Maang dalam upaya implementas fasilitas
repatrias menjadi dua bentuk yaitu persoalan yang berasal
dari lembaga PATKI Maang meliputi fasilitas pemulangan
yang kurang memadai dan wilayah kerja yang terlalu luas.
Bentuk kedua adalah persoalan yang berasal dari pekerja
migran itu sendiri meliputi tingkat pendidikan yang
rendah, kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan faktor
majikan.

Skrips

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia
Bermasalah asal Kalimantan Barat yang Bekerja di Malaysia
(Arief Syafrianto, Mahasiswa Universitas Tanjungpura
Pontianak, 2013)

Per samaan

Tema yang diangkat yaitu perlindungan pekerja migran di
luar negeri. Jadi dalam penelitian terdahulu dengan penelitian
penulis, posisi pekerja migran sama Yyatu perlindungan
selama bekerja.

Perbedaan

Penelitian terdahulu: merupakan penelitian normatif dan
sosiologis yang mendliti secara umum perlindungan
pekerja migran dari Kalimantan Barat selama bekerja di
luar negeri dengan orientasi kebijakan jangka panjang.
Penelitian terdahulu melibatkan perlindungan  dari
beberapa lembaga di luar negeri seperti upaya pembelaan
dan pendampingan hukum oleh KBRI, upaya perlindungan
oleh Kementerian Luar Negeri, koordinas antar instansi
terkait di Indonesia. Namun upaya pemerintah yang dirasa
sudah maksimal tersebut ternyata masih  muncul
permasalahan yang diakibatkan oleh perilaku menyimpang
pekerja migran itu sendiri serta perlakuan yang tidak
manusiawi olen majikan. Penelitian terdahulu terfokus
pada analisis upaya pemerintah jangka panjang yang lebih
efektif diantaranya membuka lapangan kerja seluas-
luasnya, melakukan evaluasi migrasi pekerja migran dari
Indonesia ke Malaysia, dan mengkaji secara cermat norma
perlindungan hukum bagi pekerja migran.

Pendlitian penulis: merupakan penelitian yuridis empiris
terhadap implementas perlindungan pekerja migran
selama bekerja di luar negeri terfokus pada kebijakan
fasilitasi repatriasi atau pelayanan pemulangan terhadap
pekerja migran regional Malang oleh PATKI Malang.
Penelitian penulis menganalisis pada perlindungan yang
dilakukan instanss daam negeri yaitu PATKI Malang
dengan melibatkan unit pelaksana teknis dari BNP2TKI
lainnya melalui  koordinasi-koordinasi  tugas dan
penyelesaian permasalahan baik yang berasal dari lembaga
PATKI maupun persoalan yang datang dari pekerja migran
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itu sendiri.

Skripsi Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada
Masa Pra Penempatan (Tinjauan Y uridium UU No. 39 Tahun
2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar
Negeri), (Anitya Nur Indah Permatasari , Mahasiswi jurusan
Mu’amalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Surakarta, 2016)

Persamaan | Tema yang diangkat tentang perlindungan pekerja migran
dengan pendekatan perundang-undangan.

Perbedaan |- Penelitian terdahulu: merupakan penelitian kepustakaan
(library research) yang menganalisis dan mengkritisi
kebijakan pemerintah tentang perlindungan pekerja
migran dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia di Luar Negeri yang belum memberikan
jaminan kesgahteraan sosial bagi pekerja migran di luar
negeri. Penelitian terdahulu menjelaskan bahwa Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
belum mampu menjawab semua persoalan yang terjadi.
Persoalan tersebut salah satunya adalah budaya tidak tertib
hukum pekerja migran di luar negeri sehingga pemerintah
dituntut untuk merevisi undang-undang tersebut dengan
memberikan syarat minimal pendidikan untuk pekerja
migran untuk meningkatkan kualitas pekerja migran yang
dikirim ke luar negeri serta meminimalisir kasus-kasus
yang menimpa pekerja migran khususnya kasus penipuan.

- Penelitian penulis: merupakan penelitian yuridis empiris
yang menganalisis implementasi repatrisi atau pelayanan
pemulangan pekerja migran yang merupakan kebijakan
pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia di PATKI Malang. Penelitian penulis
menganalisis persoadan yang dihadapi PATKI Malang
dalam upaya implementasi fasilitas repatriasi yang dibagi
menjadi dua bentuk yaitu persoalan yang berasal dari
lembaga PATKI Maang meliputi fasilitas pemulangan
yang kurang memadai dan wilayah kerja yang terlalu luas.
Bentuk kedua adalah persoalan yang berasal dari pekerja
migran itu sendiri meliputi tingkat pendidikan yang
rendah, kebutuhan ekonomi yang mendesak, dan faktor
majikan. Penelitian penulis tidak menganalisis perundang-
undangan kemudian mengkritisi kebijakan yang tertuang
di pasal-pasalnya, namun menganalisis implementasi dari
kebijakan yang tertuang di dalamnya apakah sudah sesuai
dengan yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut.
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B. Tinjauan Umum Mengenai Pekerja Migran Indonesia (PM1)
1. Sejarah Pekerja Migran Indonesia

Praktek pengiriman pekerja migran dari Indonesia ke luar negeri
sudah berlangsung sgjak jaman penjajahan Belanda pada tahun 1890-an.
Dahulu Belanda mengirimkan Buruh dari Indonesia ke Suriname,
Amerika Selatan untuk bekerja pada perkebunan mereka'® Pengiriman
PMI ke Suriname dilakukan secara reguler, pada permulaan tahun 1890,
Belanda mengirimkan 94 pekerja migran Indonesia dan pengiriman ini
berakhir pada tahun 1939 dimana total pekerja migran Indonesia yang
telah dikirimkan ada 32.986 orang.?’

Mulai tahun 1945, setelah Indonesia merdeka, pekerja migran
Indonesia atas kemauannya sendiri menyebar ke Malaysia dan Arab
Saudi. Secara geografis, Maaysia merupakan negara yang dekat dengan
Indonesia sehingga memudahkan pekerja migran Indonesia dalam
perjalanannya ke tempat bekerja sedangkan Arab saudi dipilih karena ada
kedekatan religius dengan bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah
beragama Islam.?

Indonesia merupakan negara penyumbang pekerja migran

Indonesia paling besar di kawasan Asia, baik karena jumlah tenaga kerja

9 Agusmidah. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori. (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), 85.

2 BNP2TKI, “Sejarah TKI”, http://www.bnp2tki.go.id/profil-sejarah, diakses tanggal 1 November
2019.

2 Fimela, “Sejarah Awal Tenaga Kerja Indonesia”, https://www.fimela.com/lifestyle-
relationship/read/3725017/sejarah-awal -tenaga-kerja-indonesia, diakses tanggal | November 2019.
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yang melimpah, pendidikan rendah maupun karena sikap yang penurut
terhadap orang lain.?* Jumlah pekerja migran Indonesia yang bekerja di
luar negeri didominas oleh para wanita yang biasanya disebut sebagai
Tenaga K erja Wanita (TKW).?

Masa perjuangan dan masa kemerdekaan waktu itu menghentikan
aktifitas pengiriman pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Mobilitas
pengiriman pekerja migran Indonesia baru dimulai pada tahun 60-an
diawali dengan kurangnya tenaga kerja di “perusahaan kayu” di Sumatra
dan Kalimantan yang akhirnya melatarbelakangi pengiriman pekerja
migran Indonesia ke Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura.®*

Melihat manfaat yang ditimbulkan atas pengiriman pekerja
migran Indonesia ke luar negeri, akhirnya pemerintah mengeluarkan
regulas yang ditetapkan pada tahun 1980-an. Kebijakan ini berisi tentang
penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.
Penempatan pekerja migran Indonesia berdasarkan regulasi yang
dikeluarkan Pemerintah baru dilakukan pada tahun 1969 oleh Departeman
Perburuhan. Kemudian pada tahun 1970 lahir PP No. 4 Tahun 1970 yang
mendasari diperkenalkannya program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)

dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN).* Lahirnya regulasi ini tidak

2 Devi Rahayu. Hukum Ketenagakerjaan, Teori dan Sudi Kasus. (Y ogyakarta: New Elmatera.
2011), 149.

2  Database Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, “Data  Ketenagakerjaan”,
https://disnaker.malangkota.go.id/database/data-pengangguran/, diakses 1 November 2019.

% Devi Rahayu. Hukum Ketenagakerjaan, Teori dan Studi Kasus. (Yogyakarta: New Elmatera.
2011), 150.

% Agusmidah. Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori. (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), 85.
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membuat pekerja migran Indonesia di luar negeri menjadi aman dan
tentram namun semakin banyak kasus yang dialami oleh para pekerja
migran Indonesia.

Pasca Reformasi, perlindungan dan penempatan pekerja migran
Indonesia di luar negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun
2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri. Pada tahun 2017, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan perubahan ini adalah
untuk memberikan porsi tugas yang seimbang antara Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, dan juga pihak swasta dalam perlindungan pekerja
migran Indonesia.®®

2. Terminologi Pekerja Migran Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia tidak disebutkan istilah TKI
namun disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Istilah TKI
muncul dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri.
Istilah TKI lebih sempit artinya daripada istilah Pekerja Migran
Indonesia (PMI). Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39

Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja

% Kepala BP3TKI Bandung, Delta SH.,MM. saat jadi narasumber dalam acara Dialog Khusus di
PJTV Bandung, Jawa Barat, Senin (26/8/2019), “Peranan Undang-Undang Baru Terkait
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, http://bnp2tki.go.id/berita-detail/peranan-undang-undang-
baru-terkait-pelindungan-pekerja-migran-indonesia, diakses 1 November 2019.
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Indonesiadi Luar negeri disebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia yang
selanjutnya disebut sebagai TKI adalah setiap warga negara Indonesia
yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja
untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.>’ Dalam pengertian
pasal tersebut, yang disebut TKI hanyalah yang masih bekerja atau
selama bekerja. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan
bahwa Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia
yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima
upah di luar wilayah Republik Indonesia® Pengertian ini lebih luas
karena mencakup 3 status pekerja migran Indonesia sekaligus yaitu
sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Paradigma pengiriman tenaga kerja atau buruh migran menjadi
latar belakang yang dapat menarik pengertian buruh migran itu sendiri.
Seperti yang telah dirumuskan dalam Konvensi PBB No. 86 Tahun 1990
tentang Perlindungan Terhadap Pekerja Migran dan Keluarganya sebagai
berikut:

“A migrant worker is a person who is be enganged or has been
enganged in a remunarated activity in a state of which he or she is not

national.” %

%" pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerjalndonesiadi Luar Negeri.

% Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia

# gukamdi dkk. Labour Migrant in Indonesia, Population Studies Center (Y ogyakarta: Gadjah
Mada University, 2000), 3
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Menurut pengertian tersebut, pekerja migran merupakan orang
yang dilibatkan dalam urusan remunarasi di negara lain. Remunerasi
adalah pemberian balas jasa atau upah atas apa yang telah ia kerjakan.®
Remunerasi yang dimaksud disini adalah gaji yang didapatkan oleh
pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri.* Phillipus
menguraikan pengertian pekerja migran Indonesia adalah buruh yang
berkewarganegaraan Indonesia baik sebelum bekerja, selama bekerja,
dan setelah bekerja yang melibatkan dirinya dalam sistem pungupahan di
negara penempatan baik yang berangkat lewat badan penyelenggaraan
maupun tidak, baik yang memiliki dokumen lengkap maupun tidak.*

Dari beberapa pengertian yang disampaikan diatas ditarik
kesimpulan bahwa pekerja migran Indonesia adalah buruh yang bekerja
di luar negeri baik yang tidak memiliki keterampilan atau memilki
keterampilan dengan kontrak kerja berjangka. Pada tahun 2017 melalui
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia, pemerintah telah mengganti istilah TKI sebagai
PekerjaMigran Indonesia (PM1).

Secara umum hak dan kewajiban pekerja migran Indonesia diatur
dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pekerja Migran
Indonesia. Setiap calon pekerja migran Indonesia memilki hak dan

kesempatan yang sama dalam:

% Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta,
2008), 1194.

3! Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 806.

% Devi Rahayu. Hukum Ketenagakerjaan, Teori dan Studi Kasus. (Yogyakarta: New Elmatera.
2011), 153.
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memilih dan memperoleh pekerjaan di luar negeri sesual
dengan kompetensi yang dimiliki,

sebelum penempatan, calon pekerja migran Indonesia berhak
mendapatkan akses peningkatan kapasitas diri melaui

pendidikan dan pelatihan dalam penampungan,

memperoleh informasi yang benar tentang pasar kerja,
prosedur penempatan, dan kehidupan kerja di luar negeri,
memperoleh pelayanan yang baik sebelum, selama, dan
setelah bekerja,

menjaankan ibadah sesual agama yang dianutnya,

menerima upah sesuai dengan perjanjian dan standar upah di
negara penempatan,

mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum,

memperoleh penjelasan tentang hak dan kewgjiban yang
sudah disepakati dalam kontrak,

memperoleh ijin berkomunikasi,

menguasai dokumen perjalanan selama bekerja,

mendapatkan ijin untuk berserikat dan berkumpul,

memperoleh perlindungan saat kepulangan ke daerah asal,

m. memperoleh dokumen perjanjian kerja. >

* Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia.
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Kewajiban pekerja migran Indonesia adalah sebagai berikut:

a. taat terhadap peraturan perundang-undangan baik di dalam
negeri maupun di negara penempatan

b. menghormati adat istiadat di negara penempatan,

c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang
telah disepakati,

d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangannya
kepada Perwakilan Republik Indonesa di negara
penempatan.®*

3. Dasar Hukum Pekerja Migran Indonesia
a. Perundang-Undangan
1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Hak untuk mendapatkan pekerjaan sudah diatur dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat

(2) yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negera berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Semua warga negara Indonesia berhak memilih pekerjaan yang

diingikannya asalkan tidak bertentangan dengan perundang-

undangan. Pasal ini seharusnya menjadi cermin pemerintah untuk
seldu mampu menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga

negaranya.*

* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia
® Devi Rahayu. Hukum Ketenagakerjaan, Teori dan Sudi Kasus, (Yogyakarta: New Elmatera
2011), 155.
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2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia
Secara lebih spesifik, Pekerja Migran Indonesia diatur
daam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atas perubahan Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenega Kerja Indonesia di Luar Negeri serta
peraturan dibawahnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disahkan oleh
Presiden Joko Widodo pada 22 November 2017. Tujuan
dikeluarkannya peraturan ini adalah untuk memberikan jaminan
pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagal pekerja
migran Indonesia di luar negeri dan memberikan jaminan bidang
hukum, ekonomi, dan sosia terhadap pekerja migran Indonesia di
luar negeri.*®
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mengatur tentang pekerja
migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum,
pemberi kerja perseorangan (sebagai pembantu rumah tangga),
awak kapal dan perikanan, hak dan kewagjiban pekerja migran

Indonesia, perlindungan pekerja migran Indonesia, layanan

% Utami Diah Kusumawati, “Perlindungan TKI Rendah, DPR Desak Pemerintah Revisi UU”,
https://www.cnnindonesia.com/nasi onal/20160224115013-32-113137/perlindungan-tki-rendah-
dpr-desak-pemerintah-revisi-uu, diakses 30 Oktober 2019
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terpadu satu atap, pembiayaan, jaminan sosial, hukum, dan
ekonomi. Selain terhadap pekerja migran Indonesia, Undang-
Undang ini juga mengatur tentang kewenangan Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, serta peran serta badan pelaksana
perlindungan pekerjamigran Indonesia.®
3) Peraturan Pemerintah

Dasar hukum perlindungan pekerja migran Indonesia
dalam Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor
3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri. Peraturan Pemerintah ini merupakan amanat dari
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Peraturan
Pemerintah tersebut masih diberlakukan sampa  Peraturan
Pemerintah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2917 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
dikeluarkan dengan syarat peraturan tersebut tidak bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

4) Peraturan Menteri

Peraturan Menteri terkait Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

adalah Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan

3 Jogloabang, “UU 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”
https.//www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-tahun-2017-tentang-pelindungan-pekerja-migran-
indonesia diakses 20 Oktober 2019.
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Sosia Pekerja Migran Indonesia. Sebenarnya dalam sebuah
Undang-Undang pasti ada beberapa peraturan turunan terkait.
Namun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa disebut peraturan
baru sehingga belum banyak peraturan turunan yang
diamanatkannya. Selain itu, mengenai peaksanaannya, masih
diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik
Indonesia Nomor 22 tahun 2014 tentang Pel aksanaan Penempatan
dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesiadi Luar Negeri.

5) Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2019
tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran
Indonesia Bermasalah Sampal ke Daerah Asal.

b. Daam Al-Qur’an dan Hadits
Dalam segala aktifitas manusia, khususnya dalam hal
mencari rezeki dari Allah SWT, Islam menggarkan lima misi yaitu
memelihara Agama, memelihara Jiwa, memelihara Akal, memelihara

K eturunan dan memelihara Harta. *

Menurut Ibnu Taymiyyah, untuk mewujudkan masyarakat
yang dama dan segahtera, sebuah negara harus memiliki
pemerintahan.®*® Membentuk suatu pemerintahan bukan hanya

dilatarbelakangi oleh keinginan mewujudkan kehidupan masyarakat

% v usuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), 42
¥ Khalid Ibrahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taymiyyah, Terjemahan
Munfid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 43.
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yang segjahtera dan dama namun juga merupakan perintah agama

yaitu Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 55

Gildiant G 2381 3 vl cotdlialt talasy oK 15T Ll alt Sy
i s T 5 8 550
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Artinya: :Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman
di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia
sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi,
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka
berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama
yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan
menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan
menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada
memper sekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang
(tetap) kafir sesudah (janji) itu. Maka mereka itulah orang-orang
yang fasik.**

Fasilitas repatriasi merupakan bentuk perjuangan pemerintah
daam membela orang yang lemah atau tertindas. Allah SWT

berfirman dalam QS. An-Nisaayat 75

U,.\S\ 9\:\5?3‘ g f\.;.i!\ 3 Jtr)\ ‘_,ﬁ ,,.M....‘J ted) 3 .;(’»\ J....o 93 uj.bwﬁ (.5J by
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Artinya Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan
(membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita
maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami,

*QS. An-Nur (24): 55
*' Departemen AgamaRI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamilquran, 2009), 357.
2 QS. An-Nisa (04): 75



keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya
dan berilah kami pelindung dari sis Engkau, dan berilah kami

penolong dari sisi Engkau!".*?

4. Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia
Perlindungan pekerja migran Indonesia adalah upaya yang
dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan pekerja migran.
Perlindungan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan dan hak-
hak pekerja migran saat bekerja di luar negeri. Penempatan pekerja
migran ke negara tujuan bekerja memiliki asas-asas yang disebut sebagai
asas penempatan tenaga kerja untuk melindungi hak-hak pekerja
migran.** Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
K etenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk
memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri.* Pasal ini
mensyaratkan bahwa jelas tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap
pekerja. Pasal 32 ayat (1) menyatakan beberapa asas dalam penempatan
tenaga kerja yaitu: *
1) Terbuka

Asas terbuka merupakan transparansi informasi yang harus
diterima oleh calon pekerja migran meliputi jenis pekerjaan,

besarnya gqji, serta jam kerja. Transparans informasi ini sangat

“3 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamilquran, 2009), 90

4 Abdul Haris, Migrasi Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi yang Ditimbulkan,
(Malang: UMM Press, 1997), 46.

“> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan.

“6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan.
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diperlukan untuk menghindari perselisihan yang mungkin sgja terjadi
saat pekerja migran berada di negara penempatannya.
2) Bebas
Bebas dimaksudkan bahwa pencari kerja bebas memilih
pekerjaan sedangkan pemberi kerja berhak memilih tenaga kerja
sehingga tidak ada unsur pemaksaan.
3) Objektif
Objektif maksudnya adalah pemberi kerja menawarkan
lowongan kerja kepada pencari kerja yang sesuai dengan
kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan. Asas objektif
juga harus memperhatikan kepentingan umum atau tidak memihak
kepada pihak tertentu sgja.
4) Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi
Adil artinya penempatan tenaga kerja harus berdasarkan
kemampuan pencari kerja, tidak boleh berdasarkan ras, agama, suku
jenis kelamin, dan pembeda-pembeda lainnya.

Selain asas penempatan tenaga kerja yang tercantum dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan, Pasal 2
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia juga memberikan asas perlindungan terhadap pekerja
migran yaitu:*.1) Asas Keterpaduan yaitu sinergi yang dibuat pihak-

pihak terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran, 2) Asas

4" Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
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Persamaan Hak merupakan jaminan untuk pekerja migran agar
memperoleh perlakuan yang sama kesempatan yang sama dalam
pekerjaan dan juga penghidupan yang layak seperti yang telah
diamanatkan oleh perundang-undangan, 3) Asas Pengakuan Atas
Martabat dan Hak Asas Manusia yaitu perlindungan pekerja migran
harus mencerminkan adanya penghormatan terhadap keberadaan manusia
sebagal makluk Tuhan yang memiliki hak yang sama demi menjunjung
martabat manusia, 4) Asas Demokrasi adalah asas yang menjamin pekerja
migran untuk bebas memberikan pendapat, berserikat, dan berkumpul. 5)
Asas Keadilan Sosial merupakan asas yang menekankan kepada
pemerataan, tidak diskriminatif dan menyeimbangkan antara hak dan
kewagjiban, 6) Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender merupakan asas
yang memberikan kedudukan dan peran yang seimbang antara laki-laki
dan perempuan, 7) Asas Nondiskriminasi adalah asas penjaminan
kesetaraan hak tanpa memandang ras, suku, agama, etnis, kelompok,
golongan, bahasa dan lain sebagainya, 8) Asas Anti Perdagangan Manusia
adalah asas untuk tidak melakukan perekrutan tenaga kerja dengan cara
kekerasan yang dikendalikan oleh pihak-pihak yang ingin
mengeksploitasi pekerja migran, 9) Asas Transparans merupakan asas
perlindungan pekerja migran yang terbuka, jelas, dan jujur, 10) Asas
Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat
dalam perlindungan pekerja migran, 11) Asas berkelanjutan maksudnya

adalah asas yang perlindungan PMI harus mencakup seluruh tahapan
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perlindungan pekerja migran baik sebelum, selama, maupun setelah
bekerja untuk menjamin kesegjahteraan masa kini dan masa yang akan
datang.

Pada hakikatnya, urusan penempatan dan perlindungan PMI ke
luar negeri merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Namun
tanpa dibantu oleh instansi-instansi lain pemerintah tidak mampu
bertindak sendiri karena menyangkut urusan antar negara®® Dalam
mel aksanakan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia di
luar negeri, pemerintah membutuhkan koordinasi dengan Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota maupun isntitusi swasta.
Lembaga swasta yang diberi kewenangan terkait urusan penempatan dan
perlindungan haruslah lembaga yang kompeten dan kredibel didalamnya.
Karena penempatan dan perlindungan terkait dengan keamanan dan
keselamatan jiwa raga, harkat dan martabat warga negara yang menjadi
pekerjamigran Indonesia di luar negeri.*

Terkait dengan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar
negeri, beberapa lembaga yang berwenang adal ah:*

1. Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), merupakan
perusahaan jasa penempatan pekerja migran Indonesiadi luar negeri,
2. Departemen Tenaga Kerja, berperan sebagai penyalur informas dan

mendata penempatan tenaga kerja

“ Arief Syafrianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal
Kalimantan Barat yang Bekerja di Malaysia, Skripsi Universitas Tanjungpura, 2013. 3

* Abdul Haris, Migrasi Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi yang Ditimbulkan,
(Maang: UMM Press, 1997), 52.

*® Devi Rahayu. Hukum Ketenagakerjaan, Teori dan Sudi Kasus, 155.
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3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (BNP2TKI), merupakan lembaga nasional yang berperan
dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia,
BNP2TKI memiliki beberapa unit kerja yang ada di tingkat provins
maupun kabupaten seperti BP3TKI, LP3TKI, dan PATKI.

4. Kantor Imigras

5. Departemen Luar Negeri atau Perwakilan RI

Perlindungan pekerja migran mencakup tiga aspek vyaitu
perlindungan ekonomi, sosid dan hukum.>* Perlindungan ekonomi
berkaitan dengan perlindungan terhadap hak pekerja migran dalam
menerima upah atau gaji dari majikannya.®* Perlindungan sosial adalah
hak-hak pekerja migran di negera penempatan untuk melakukan interaksi
dengan lingkungannya sedangkan perlindungan hukum adalah
perlindungan pekerja migran yang diberikan oleh perundang-undangan
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan juga dalam
menyel esaikan permasalahan hukum yang menimpanya seperti pelecehan
seksual, kekerasan dan pemaksaan kehendak.>® Perlindungan pekerja

migran dibagi dalam tiga bagian yaitu™:

*! Muslan Abdurrahman, Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum, (Malang: UMM
Press, 2006), 31

> Muslan Abdurrahman, Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum....,31

>3 Muslan Abdurrahman, Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum....,31

> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia
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a. Perlindungan Sebelum Bekerja

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pada Ketentuan Umum
Pasal 1 ayat (6) mendefiniskan Perlindungan Sebelum Bekerja
adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan perlindungan sejak
pendaftaran sampai pemberangkatan.® Perlindungan sebelum
bekerja dibagi menjadi dua aspek yaitu perlindungan administratif
dan juga perlindungan teknis.

Perlindungan pekerja migran harus dilakukan secara
berkesinambungan mulai dari pra penempatan, pemberangkatan,
penempatan hingga pemulangan setelah kontrak berakhir.Ha ini
dikarenakan, pekerja migran sudah menjadi objek yang dikelola oleh
balai penampungan sehingga jangan sampai pekerja migran tidak
mendapatkan hak-haknya. Selain ha itu, menjelang keberangkatan
pekerja migran ke negara penempatannya, banyak sekali oknum-

oknum yang akan mencari keuntungan melalui para pekerja migran.

. Perlindungan Selama Bekerja

Perlindungan pekerja migran selama bekerja didefinisikan
daam Pasa 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia adalah keseluruhan

aktivitas untuk memberikan perlindungan selama Pekerja Migran

*® pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia
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Indonesia dan anggota keluarganya berada di  luar negeri.*®
Perlindungan pekerja migran selama bekerja |lebih dipusatkan kepada
pejabat dinas luar negeri yang telah ditunjuk oleh negara. Ada
berbagai bentuk perlindungan selama bekerja yaitu pendataan
kedatangan pekerja migran, pemantauan dan evaluasi pekerja
migran, pemenuhan hak, penyelesaian kasus ketenagakerjaan, jasa
kekonsuleran, pendampingan hukum, pembinaan dan dasilitasi
repatriasi atau pelayanan pemulangan. Pada skripsi ini fokus
penelitian adalah perlindungan pekerja migran selama bekerja yaitu
fasilitas repatrias yang diuraikan secararinci sebagai berikut:
- Fasllias Repatriasi

Fasilitas Repatriasi merupakan istilah yang muncul dalam
Pasal 21 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud Fasilitas
Repatriasi adalah rangkaian proses pemulangan yang dilakukan oleh
Pemerintah atau lembaga terkait penempatan dan perlindungan
pekerja migran dalam hal pekerja migran mengalami permasalahan
di negara penempatan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah
peperangan, kekerasan, pelecehan seksual, tindak pidana

perdagangan orang, terkena penyakit, bencana aam dan

% pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia
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permasal ahan-permasalahan lainnya yang membuat pekerja migran
harus segera dipulangkan ke tempat tinggal asalnya.®’

Permasalahan yang menimpa pekerja migran Indonesia bisa
secara perdata karena urusan kontrak kerja ataupun pidana terkait
kekerasan, pelecehan seksual maupun tindak pidana perdagangan
orang (TPPO).*® Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 telah mengamanatkan perlindungan bagi seluruh rakyat
Indonesia sehingga negara mengupayakan semaksimal mungkin
untuk melindungi rakyatnya dengan pengerahan lembaga dan
instans terkait penempatan dan perlindungan pekerja migran
Indonesia bahkan TNI dan POLRI juga mengambil bagian dalam
aspek perlindungannya.

BNP2TKI sebagai lembaga nasional yang berperan dalam hal
penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia,
menindaklanjuti disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia lembaga
tersebut mengeluarkan peraturan terkait teknis pelaksanaan repatriasi
yaitu Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah

Sampal ke Daerah Asal.

* Penjelasan Pasal 21 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia
>® K aleidoskop Tahun Ketiga Kabinet Kerja “Perlindungan WNI”, 2017, 65
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Pelayanan repatriasi pekerja migran Indonesia bermasalah
selanjutnya disebut sebagali pelayanan kepulangan pekerja migran
Indonesia bermasalah merupakan pelayanan yang diberikan kepada
pekerja migran Indonesia bermasalah sejak berada di debarkasi,
shelter, atau tempat kedatangan lainnya yang telah ditunjuk sampai
pada daerah asanya® Debarkasi merupakan titik kedatangan
pekerja migran Indonesia baik di bandara, pelabuhan, atau pos
kedatangan lainnya sedangkan shelter adalah tempat singgah
sementara bagi para pekerja migran Indonesia yang meunggu proses
kepulangan.®

Pekerja migran Indonesia di luar negeri bisa mendapatkan
pelayanan kepulangan jikaterjadi hal-hal sebagai berikuit:

1) tidak jadi berangkat karena ada pencegahan dan juga penipuan,

2) terjadi kecelakaan yang membuat fisiknya cidera sehingga
tidak bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai kontrak kerja
yang telah disepakati,

3) terjadi masalah ketika pulang cuti dan kontrak kerja telah
berakhir,

4) di PHK sebelum kontrak berakhir,

5) terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit di negera

penempatan,

% Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia

® pasal 1 angka 4 Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja
Migran Indonesia Bermasalah Sampai ke Daerah Asal.
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6) deportasi

7) sakit,

8) meninggal dunia,

9) karenapermasalahan lainnya.®*

Untuk mendapatkan pelayanan pemulangan, pekerja migran
Indonesia harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) memiliki surat bukti bahwa dia terdaftar sebagal pekerja
migran Indonesia yang bermasalah dalam surat pengantar dari
Perwakilan Republik Indonesia atau Kantor Dagang dan
Ekonomi Indonesiadi Taipe,

2) terdaftar sebagai pekerja migran Indonesia bermasalah dalam
surat pengantar atau surat pernyataan dari instansi berwenang
di dalam negeri,

3) memiliki paspor atau surat perjalanan lainnya,

4) tidak terkait dengan pihak lainnya yang bertanggung jawab
terhadap kepulangan pekerja migran Indonesia.

Pelayanan pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah
ada empat jenis pelaksanaan, yaitu:

1) pemberian informasi, informasi bisa disebarkan melalui brosur,
papan pengumuman, serta media yang dapat diakses oleh

pekerja migran Indonesia secara mudah,

®! pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia

®2 Pasal 3 Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Rl
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
Bermasalah Sampai ke Daerah Asal.



2) pelayanan pendataan dan pengaduan
3) pelayanan penanganan dan pemulangan pekerja migran
Indonesia bermasalah. Dalam pemulangan pekerja migran
Indonesia ada tiga skema yang bisa dilalui oleh pekerja migran
Indonesia yaitu pulang secara mandiri, kepulangan yang
dijemput oleh keluarga, pemulangan yang difasilitasi oleh
BNP2TKI/ BP3TKI/ LP3TKI/ PATKI, pemulangan pekerja
migran Indonesia bermasalah yang difasilitasi oleh lembaga

atau instansi lain.®

Pembiayaan pekerja migran Indonesia bermasalah dari
negara penempatan dibebankan kepada APBN BNP2TKI sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.®

c. Perlindungan Setelah Bekerja

Sesuai pasal 1 angka 8 Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Indonesia bahwa perlindungan setelah bekerja adalah perlindungan
yang diperoleh pekerja migran setelah sampai di negara asal sampai

ia kembali bekerja secara produktif di negeranya sendiri.

% Pasal 4 Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Rl
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
Bermasalah Sampai ke Daerah Asal.
% Pasal 6 Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia RI
Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia
Bermasalah Sampai ke Daerah Asal.



BAB |11

METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris.®®
Secara yuridis penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan
sebagal pisau analisis dari implementasi fasilitasi repatriasi atau pelayanan
pemulangan pekerja migran regional Malang yang bermasalah sedangkan
aspek empirisnya adalah peneliti melakukan terjun langsung ke lapangan
guna melakukan wawancara secara terbuka dan terstruktur di lembaga
perlindungan pekerja migran PATKI Maang untuk mendapatkan informasi

terkait persoalan-persoalan dan upaya terhadap implementasi fasilitasi pekerja

® Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), 24.
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migran yang bermasalah. Fenomena yang terjadi akan menunjukkan
hubungan yang saling mempengaruhi antara hukum itu sendiri dengan
implementasinya di tengah-tengah masyarakat.*®
B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil tiga pendekatan penelitian
yaitu pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach).®” Pendekatan
yuridis sosiologis ini merupakan cara peneliti secara langsung mengambil
infformasi terkait fasilitasi repatris di PATKI Maang dengan melakukan
wawancara terbuka dan terstruktur dengan petugas bagian perlindungan
pekerja migran dan informan yaitu pekerja migran bermasalah regional
Malang yang berhasil dipulangkan oleh PATKI Maang.®®. Pendekatan
perundang-undangan (Statute Approach) adalah suatu pendekatan yang
dilakukan dengan mencermati dan menganalisis perundang-undangan yang
berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sedangkan
pendekatan konsep (Conceptual Approach) adalah pendekatan yang dipakai
guna merumuskan konsep dari istilah-istilah dan prinsip yang berkaitan

dengan penelitian salah satunya adalah istilah “fasilitasi repatriasi”.®

% Kurnia, Titon Slamet. Pendidikan Hukum, 1lmu Hukum, dan Penelitian Hukum di Indonesia.
(Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2013), 186.

®” Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia

Publishing, 2006), 300.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),

51.

% Mohammad Nur Yasin, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Malang: UIN Press,

2018), 5.
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C. Lokas Pendlitian

Penelitian dilakukan di Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia (PATKI) Maang PATKI Malang berada di Jalan
Sulfat No. 58 Kota Malang. PATKI Malang merupakan salah satu lembaga
pengkoordinasian pekerja migran ke luar negeri dengan tugas verifikas
dokumen penempatan pekerja migran, pembekalan akhir pemberangkatan
(PAP), Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (E-KTLN), pelayanan
pengaduan dan juga pemberian informas terkait kerja di luar negeri. PATKI
adalah lembaga atau unit kerja dari BNP2TKI yang bertugas di wilayah kota

atau kabupaten.

D. Sumber Data

a DataPrimer
Data primer merupakan data yang dapat diperoleh peneliti secara
langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara terbuka dan
terstruktur dengan narasumber.”® Tanya jawab yang dilakukan oleh
peneliti dilakukan secara terbuka dan terstruktur agar diketahui dan
mendapatkan respon serta data yang efektif dari berbaga pihak yang
terkait sehingga menyempurnakan pembahasan dari penelitian mengenai
persoalan dan upaya PATKI Malang dalam mengimplementasikan
fasilitasi repatriasi/ pemulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal.

Narasumber yang dimaksud adalah petugas bagian perlindungan di

7% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006), 30.
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PATKI Malang dan para pekerja migran yang pernah bermasalah di luar
negeri kemudian berhasil dipulangkan oleh PATKI Malang.
b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang menjadi rujukan
tambahan terkait dengan sumber data primer.”* Data sekunder dapat
ditemui oleh peneliti dalam perundang-undangan, buku, jurnal, majalah,
koran, skripsi, catatan pribadi maupun artikel pada media masa baik
cetak maupun elektronik terkait perlindungan pekerja migran khususnya
fasilitas repatriasi. Data sekunder yang digunakan adalah perundang-
undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan dibawahnya.
Selain itu Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Rl Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah
Sampal ke Daerah Asal juga menjadi data sekunder yang penting untuk
digunakan karena didalamnya terdapat petunjuk teknis atas pel aksanaan .
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia

c. DataTersier
Data tersier adalah bahan pembantu dalam penulisan atau

penjelasan yang berhubungan dengan suatu istilah yang tidak diketahui

* Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 30



49

maknanya. Sumber data tersier yang digunakan dalam penelitian ini

adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Metode Pengumpulan Data

a

M etode Wawancara (Interview)
Metode wawancara (Interview) yang digunakan oleh pendliti

2 \Wawancara dilakukan

adalah wawancara terbuka dan terstruktur.
dengan Bapak Diaz Ridho Putra selaku Pengurus Bagian Perlindungan
serta narasumber yang mewakili pekerja migran regional Malang yang
berhasil dipulangkan oleh PATKI Malang pada tahun 2019 dari wilayah
kerja Kabupaten Malang dan Kota Malang. Alasan penulis mengambil
informan dari wilayah kerja tersebut adalah karena Kabupaten Malang

merupakan wilayah kerja dengan persoalan pekerja migran paling

banyak diantara wilayah kerjalainnya.

Tabel 3
Wawancar a
No. Informan Aspek
1. | Diaz Ridho Putra | Persoalan-persoalan dalam
(Petugas perlindungan di | implementasi  fasilitasi  repatrias
PATKI Malang) pekerja migran Regional Malang
yang bermasalah beserta upaya
menyel esaikannya.
2. | Pekerja migran | Lalar belakang menjadi  pekerja

bermasalah dari regional
Madang yang berhasil
dipulangkan oleh PATKI
Malang pada tahun 2019.

- Tetik Riwayati
(Argotirto Rt/Rw
012/006 Desa
Argotirto,

migran, perlakuan yang diterima
sdlama bekerja, faktor yang
menimbulkan permasalahan tersebut
terjadi, pengaduan yang dilakukan
kepada PATKI Maang dan informasi
lannya yang diungkapkan oleh
informan.

2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017),

189-190
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Sumbermanjing
Wetan, Kabupaten
Malang)

- Indra Dwi Listyanita
(Jalan Kebun Jeruk
/1l Rt/Rw 001/002
Desa Tulus Reo,
Kecamatan Lowok
Waru, Kota Malang)

- Diah Anggraeni
(Jalan Leksmana
Marta Dinata VI,
C/33 Rt/Rw 015/002
Kota Malang)

- Sri Miwah Yuliani
(Dusun  Wonorgjo
Rt/Rw 022/005 Desa
Druju, Kecamatan
Sumbermanjing,
Kabupaten Malang)

- Mamunah (Desa
Kademangan,
Kecamatan
Pagelaran,
Kabupaten Malang)

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang ditujukan
langsung kepada subjek penelitian. Dokumen dapat dilihat dari catatan
pribadi, laporan kerja, catatan kasus, foto dan lain sebagainya. Dokumen
yang dapat dihimpun dalam pendlitian ini adaah bahan hukum primer
yaitu dari hasil wawancara disertai data pekerja migran yang berhasil
dipulangkan pada tahun 2019 dari database PATKI Maang secara
langsung dan bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal, artikel dan
karya tulis lainnya terkait dengan perlindungan pekerja migran regional

Malang dalam implementasi fasilitasi repatriasi oleh PATKI Malang.
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F. Metode Pengolahan Data
Metode pengolahan data adalah prosedur yang digunakan penulis
dalam menyusun data yang telah diperoleh baik melaui wawancara atau
melalui studi dokumentasi.” Berikut metode pengolahan data yang digunakan
oleh pendliti:
a. Pengeditan (Editing)

Tahap editing ini dilakukan oleh peneliti dengan memeriksa
kembali kelengkapan data dari hasil wawancara dengan petugas
perlindungan di PATKI Malang dan juga beberapa informan dari pekerja
migran bermasalah dari regiona Malang yang berhasil dipulangkan
sehingga peneliti mendapatkan data dan informasi yang lengkap. Tahap
editing mendorong peneliti melakukan wawancara lebih dari satu kali
sehingga hasilnya mampu memudahkan peneliti dalam menyusun
tulisannya.

b. Klasifikas (Classifying)

Tahap klasifikasi merupakan tahap yang dilakukan peneliti guna
mengelompokkan data primer yaitu data yang diperoleh selama
wawancara terbuka dan terstruktur baik dengan petugas perlindungan
PATKI Maang maupun dengan pekerja migran yang bermasalah secara
terpisah dengan bahan hukum sekunder yaitu perundang-undangan dan

buku-buku terkait fasilitasi repatriasi pekerja migran dari luar negeri.

7> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986), 252.
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Data-data tersebut dikemlompokkan berdasarkan rumusan masalah yang
telah ditentukan yaitu mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi
PATKI Malang dalam implementasi fasilitas repatrias dan upaya yang
dilakukan PATKI Malang dalam mengatasinya.

c. Veifikas (Verifying)

Tahap verifikasi adalah mencocokkan kembali data yang penulis
catat selama wawancara dengan daftar pertanyaan maupun dengan
rekaman agar informasi yang didapatkan mengenai implementas
fasilitas lengkap dan serasi sehingga memudahkan penulis dalam
melakukan analisis data.

d. Analisis Data (analysing)

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah
deskriptif kualitatif.” Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu cara
analisis dengan menguraikan data primer maupun data sekunder yang
diperoleh peneliti dari PATKI Malang terhadap implementasi fasilitas
repatriasi pekerja migran bermasalah di regional Malang secara terperinci
agar mudah dipahami oleh pembaca. Analisis tersebut mencoba
menentukan kecenderungan apa yang tampak dari data primer maupun
sekunder.

e. Kesimpulan (concluding)
Membuat kesimpulan merupakan tahap akhir dari penulisan

penelitian ini. Peneliti menuliskan inti dari pembahasan yang telah

™ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian IImiah (Bandung: Tarsito, 1999), 139
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diuraikan sebelumnya yaitu tentang persoalan-persoalan dan upaya yang

dilakukan PATKI Malang terhadap implementasi fasilitasi repatriasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia (P4TKI) Malang.

1. Sgarah Berdirinya Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerjalndonesia (P4TKI1) Malang.

Jumlah tenaga kerja yang melimpah tanpa diiringi oleh perluasan
lapangan kerja membawa dampak buruk bagi suatu negara Yyaitu
menjamurnya jumlah pengangguran sehingga sangat menarik keinginan bagi
sebagian orang untuk bekerja di luar negeri. Banyaknya jumlah pekerja

migran Indonesia membawa keuntungan juga bagi pemerintah karena



menjadi penyumbang terbesar devisa negara yaitu 6 sampai 7 milyar dolar AS
pertahun.”

Fakta tersebut membawa kesadaran kepada Pemerintah bahwa pekerja
migran Indonesia merupakan pahlawan devisa bagi negara sehingga penting
untuk diberikan pelayanan perlindungan atas keberadaannya baik di dalam
maupun di luar negeri. Pada 3 Juli 1947, pemerintah mendirikan Kementerian
Perburuhan di Indonesia’® Tuntutan jaman mengakibatkan permasalahan
yang dialami pekerja migran Indonesia semakin kompleks sehingga
Kementerian Perburuhan diubah menjadi Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). BNP2TKI merupakan
lembaga yang berperan dalam penempatan dan sumber informasi terkait
kehidupan kerja pekerja migran di negara penempatan. BNP2TKI menjadi
tempat pengaduan manakala pekerja migran mengalami permasalahan di luar
negeri.

Sesual dengan namanya, BNP2TKI hanya berkedudukan di ibukota
negara sebagal lembaga nasional. Untuk melaksanakan tugasnya sampai ke
daerah-daerah BNP2TKI memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa
wilayah provins, kabupaten atau kota. Jenis UPT yang dimaksud adalah
Bala Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BP3TKI), Loka Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja
Indonesia (LP3TKI), dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia (PATKI). UPT tersebut bisa menjadi sumber

" BNP2TKI, “Studi Kompleksitas Dinamika Permasalahan TKI Penata Laksana Rumah Tangga
(PLRT) Kabupaten Sukabumi”, Executive Summary 2012.
® BNP2TKI, “Sejarah TKI”, http://www.bnp2tki.go.id/profil-sejarah diakses 3 November 2019.
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infformasi lowongan, syarat-syarat dan ketentuan kerja di luar negeri bagi
orang yang ingin menjadi pekerja migran.

Salah satu UPT vang ada di Kota Malang adalah Pos Pelayanan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Maang. UPT
tersebut memiliki 10 wilayah kerja yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang,
Kota Blitar, Kabupaten Blitar, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kota Probolinggo,
kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Pasuruan.
PATKI Maang didirikan pada Tahun 2015 sebagal upaya mendekatkan
pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu
PATKI Maang juga bertugas untuk memberikan informasi kepada calon
pekerja migran Indonesia terkait kondisi kerjadi luar negeri.

PATKI Maang memilki beberapa fungs diantaranya adalah
memperlancar pemberangkatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia
dari negara penempatan, mendorong calon pekerja migran Indonesia untuk
memiliki skill yang sesuai dengan pekerjaan yang dipilih. Memberantas
adanya pekerja migran non-prosedural yang menjadi korban cao jasa
pemberangkatan pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu PATKI Malang
memiliki peran penting agar pekerja migran Indonesia yang berada dalam
wilayah kerjanya merasa aman dengan mendapatkan perlindungan di negara

penempatan.
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2. Tugas Pokok dan Fungsi PATKI Malang

Berdasarkan Pasal 10 dan 11 Peraturan Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tugas dan fungsi PATKI adalah:

a. Tugas PATKI

PATKI memiliki tugas dalam membantu UPT diatasnya

yaitu BP3TKI maupun LP3TKI untuk memberikan pelayanan

penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

b. Fungs PATKI

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

Pendataan dan informasi pemberangkatan dan pemulangan
pekerja migran Indonesia,

Fasilitas pelayanan penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia,

Verifikasi dokumen penempatan pekerja migran Indonesia,
Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP),
Pelayanan penerbitan E-KTKLN

Fasilitasi kerjasama kelembagaan,

Pelaksanaan pemberdayaan Warga Negara Indonesia
Overstayed (WNIO)/ pekerja migran Indonesia Bermasalah
(PMI-B)/ pekerjamigran Indonesia purna dan keluarganya
Fasilitass WNIO dan PMI-B (repatriasi, sakit, dan meninggal

dunia)
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9) Fadilitasi klaim asuransi, dan
10) Melakukan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
3. Vis dan Mis PATKI Malang
a Vis

“Terwujudnya Pekerja Migran Indonesia yang Profesional,
Bermartabat, dan Sejahtera”

PATKI Maang merupakan lembaga Pemerintahan non-kemeterian
yang merupakan UPT BNP2TKI sehingga memiliki tugas dalam
membantu pemerintah terkait penempatan dan perlindungan pekerja
migran Indonesia. Dibentuknya PATKI sebaga perwujudan good
governance yang diupayakan oleh pemerintah. Untuk mewujudkan vis
tersebut, sebagai pelayan publik diharapkan mampu mampu memberi
ruang kepada lembaga non pemerintahan untuk berperan serta memberikan
sinergi dalam upaya penempatan dan perlindungan pekerja migran
Indonesia dalam ha ini adalah perusahaan swasta yang memberikan
pelayanan jasa penempatan pekerja migran.”” PATKI sebagai pelayan
publik dikatakan memiliki kinerja yang baik jika mampu mewujudkan
transparansi, keadilan, penegakan hukum dan akuntabilitas publik.

b. Mis
1) Meningkatkan pemanfaatan peluang kerja luar negeri,
2) Meningkatkan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang

mudah, murah, cepat, dan aman,

" Suparto Wijoyo, Pelayanan Publik dari Dominasi ke Partisispasi, (Surabaya: Airlangga
University Press, 2006), 33.
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3) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan Pekerja Migran

Indonesia, dan

4) Melaksanankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

c. Motto

“Bersih Melayani dengan Hati”

4. Struktur Organisas

KOORDINATOR
Muhammad Kholid Habibi, S.H

NIP. 19860207201121004

PETUGAS TATA USAHA PETUGAS PENEMPATAN DAN
1. Marsyareta Fitriani, S. AP KELEMBAGAAN

NIP. 199503082018012001 1. AnitaSeilaRosa, S.Psi
2. Dinalndah Pramita, S.Pd NIP. 198809272018012001
3. Sintia Aris Oktavia 2. Awan Ardy Nugraha
4. Hangga Ferdiansyah 3. Yeni Ari Febriani, ST
5. Agus Nursalim 4. Febri Putri Utami, SE
6. Kisma Afriyanto 5. Dicky Firmansyah, S.Pd

6. Dicky Januarizky, S.Kom

PETUGAS PERLINDUNGAN
1. Diaz Ridho Putra, S.Psi
NIP. 198506262018011002
2. Bagus M. Harlianto
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5. Tugasdan Fungsi
PATKI Malang dalam menjalankan kegiatannya, memiliki perangkat
yang bertugas dan berfungs seperti vang telah diatur dalam Pasal 13
Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor 10 Tahun 2016 yaitu:
a. Koordinator
Fungsi Koordinator
1) Pengkoordinasian kelancaran pelayanan pendataan dan
informasi,
2) Pengkoordinasian penanganan perlindungan pemberangkatan
dan atau pemulangan pekerja migran Indonesia,
3) Pengkoordinasian dan  pengendalian  penyelenggaraan
ketatausahaan pos.
Tugas Koordinator
1) Pengkoordinasian kelancaran pelayanan pendataan dan
informasi,
2) Pengkoordinasian penanganan perlindungan pemberangkatan
dan atau pemulangan pekerja migran Indonesia,
3) Pengkoordinasian dan  pengendalian  penyelenggaraan
ketatausahaan pos,
4) Mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran
PATKI,

5) Mengkoordinasikan kelancaran pelayanan pendataan,



6)

7)

8)
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Menyiapkan  bahan informasi  pemberangkatan  dan
pemulangan pekerja migran Indonesia,

Menyiapkan bahan evaluas kegiatan PATKI.

Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

dan pelaksanaan,

. Petugas Tata Usaha

1)

Melakukan urusan ketatausahaan, informasi, kehumasan, dan

kerumahtanggaan.

Petugas Penempatan

1)
2)

3)

4)

Melayani fasilitasi dokumen penempatan,

M el aksanakan Pembekal an Akhir Pemberangkatan (PAP)
Penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Elektronik (E-
KTKLN),

Memfasilitasi kerjasama kelembagaan.

. Petugas Perlindungan

1)

2)

3)

Melakukan penanganan pekerja migran Indonesia yang
mengalami masalah,

Melaksanakan pemberdayaan warga negera Indonesia
overstayed dan pekerja migran Indonesia bermasalah
(repatriasi, sakit, dan meninggal dunia)

Memfasilitasi klaim asuransi.
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B. Paparan dan Analisis Data
1. Persoalan-Persoalan yang Dihadapi Pos Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang terhadap
Implementas Fasilitasi Repatrias Pekerja Migran Indonesia Regional
Malang dan Upaya Penyelesaiannya
Persoalan-persoalan yang menjadi hambatan terhadap implementasi
fasilitasi repatriasi oleh PATKI Malang diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
persoaan internal yang berasal dari lembaga PATKI Malang dan persoalan
eksternal yang disebabkan oleh pekerjamigran itu sendiri.
a. Persoalan internal yang berasal dari PATKI Malang
Pertama, fasilitas penjemputan yang tidak memadai. Tidak semua
pekerja migran yang bekerja di luar negeri kembali dengan keadaan yang
baik-baik sgja. Beberapa pekerja migran regional Malang dipulangkan oleh
PATKI Maang dengan keadaan yang buruk seperti sakit, gangguan jiwal gila,
cacat fisik, bahkan juga meninggal dunia. Banyak perlakuan yang tidak
manusiawi diterima mereka sehingga menimbulkan tekanan baik secara fisik
atau mental.
Petugas perlindungan Bapak Diaz Ridho Putra menceritakan.
“Ada beberapa pekerja migran yang pulang dengan keadaan
meninggal, terutama penyebabnya adalah sakit di  negara
penempatan. Karena dia berada di wilayah kerja kantor kami jadi
kamilah yang bertugas menjemputnya di bandara. Bandara yang
paling dekat yang bisa kita jangkau adalah bandara Juanda Surabaya
dan Bandara Abdul Rachman Saleh di Malang. Namun karena kantor
kami belum memiliki ambulan maka jenasahnya diturunkan di

bandara Soekarno Hatta Jakarta dan dipulangkan ke rumah duka
dengan mengunakan ambulan dari kantor pusat BNP2TKI. Orang-
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orang kantor turut menjemput di Jakarta dan mengantarkan ke rumah

duka”™®

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, PATKI Malang sebagai lembaga
pelayanan fasilitas repatriasi, memiliki tugas salah satunya adalah menerima
pekerja migran Indonesiadi debarkasi seperti di bandar udara, pelabuhan laut,
dan pos lintas batas. PATKI Malang merupakan lembaga yang ditunjuk oleh
BP3TKI atau LP3TKI untuk melakukan penjemputan.”

Fasilitas yang kurang memadai kadang menyulitkan PATKI Malang
dalam penerimaan pekerja migran Indonesia di debarkasi dengan keadaan
yang berbeda-beda. Pekerja migran Indonesia dengan keadaan lumpuh pasti
memerlukan kursi roda, pekerja migran Indonesia dengan keadaan sakit atau
meninggal, penjemputannya membutuhkan ambulance. Selain fasilitas
penjemputan pekerja migran Indonesia bermasalah, PATKI juga
membutuhkan petugas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
ketika pekerja migran Indonesia yang dipulangkan tiba di debarkasi atau
berada di shelter penampungan.

Kedua, wilayah kerja atau regiona yang terlalu luas. PATKI Maang
memiliki 10 wilayah kerja yaitu Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota
Pasuruan, Kota Probolinggo, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lumajang,

Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo. Jumlah

’® Diaz Ridho Putra, wawancara, (Kantor PATK| Malang. Malang, 22 Oktober 2019)

" Pasal 1 Angka 4 Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia RI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja
Migran Indonesia Bermasalah Sampai ke Daerah Asal.



pekerja migran Indonesia yang semakin meningkat berarti meningkatkan pula
kasus-kasus yang menimpa pekerjamigran di luar negeri. Hal ini berpengaruh
dengan antrian penjadwalan pemulangan dan penjemputan pekerja migran
regional Maang menjadi lebih lama. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Diaz
Ridho Putra sebagai berikut:
“Tidak ada hambatan signifikan yang kami hadapi, tapi kantor kami
ini kan wilayahnya luas hampir sebagian besar wilayah di Jawa
Timur. Jumlah pekerja migran juga tidak berkurang semakin hari
semakin  banyak yang diberangkatkan begitu pula dengan
permasalahan yang terjadi di luar negeri, semakin hari juga semakin
bertambah. Bisa dilihat di database kami bahwa yang mengadukan
permasalahan ke kantor PATKI Malang ini bukan hanya dari wilayah
kerja saja bahkan kami juga mendapat pengaduan dari daerah luar
Jawa. Oleh karena itu antrian pemulangan kini semakin panjang.”®
b. Persoalan eksternal yang berasal dari pekerja migran Indonesia
regional Malang
Pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Pengetahuan pekerja
migran yang rendah inilah yang menjadi induk dari berbagai permasalahan
yang terjadi. Tingkat pendidikan yang rendah membawa dampak pada
kesadaran hukum yang rendah pula. Menjadi seorang pekerja migran
memang salah satu jalan bagi seseorang yang memiliki pendidikan rendah
untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi.
Diceritakan aasannya bekerja di luar negeri oleh Indra Dwi
Listyanita, seorang pekerja migran korban PHK dari Desa Tulus Reo,
Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang yang pernah bekerja di Singapura.

“Lowongan pekerjaan di Malang ini banyak Mbak, tapi ya gajinya
paling tidak satu juta bagi saya yang lulusan SMP. Gaji satu juta

¥ Diaz Ridho Putra, wawancara, (Kantor PATK| Malang. Malang, 22 Oktober 2019)
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tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Gaji suami
saya juga sedikit tidak cukup untuk biaya anak sekolah kalau saya
tidak nekat bekerja di luar negeri. Awalnya saya lihat tetangga yang
kerja di Hongkong kok sepertinya sukses, bisa beli apa aja. Sgjak saat
itu saya bicara sama suami awalnya dia bilang jangan, tapi kemudian
diijinkan satu kali kontrak saja’’®*

Secara umum, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pekerja migran
memiliki pendidikan yang rendah. Bahkan dari beberapa informan yang
mewakili rata-rata mereka hanya mengenyam pendidikan tingkat SLTP.
Kesadaran hukum yang rendah membawa dampak kepada perbuatan pekerja
migran yang melanggar hukum pula. Bapak Diaz Ridho Putra sebagai
Petugas Perlindungan PATKI Malang juga menceritakan bagaimana fasilitas
repatrias juga menjadi alat manipulasi pekerjamigran Indonesia yang nakal.

“Sebenarnya tidak semua pekerja migran yang dipulangkan adalah

pekerja migran yang benar-benar bermasalah baik dengan dokumen-

dokumennya ataupun dengan majikannya. Fasilitas repatriasi yang
merupakan program pelayanan pemulangan pekerja migran
bermasalah ini banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nakal
dengan menyerahkan diri agar tertangkap di KBRI dan dipulangkan
oleh negara secara gratis. Hal ini biasanya terjadi di Bulan

Ramadhan menjelang lebaran. Kalo Mbak mau menemui pekerja

migran yang pernah kami pulangkan belum tentu bisa bertemu.

Seperti yang saya katakan tadi, mereka dipulangkan bukan benar-

benar bermasalah, setelah lebaran pasti banyak diantara mereka

yang berangkat lagi untuk bekerja disana.””®

Fasilitasi repatrias yang diprogramkan oleh pemerintah sebagai
pelayanan pemulangan guna menyelamatkan pekerja migran Indonesia yang
terkena permasalahan di luar negeri justru kini menjadi sarana yang

digunakan pekerja migran Indonesia untuk mengelabuhi pemerintah. Hal ini

biasa terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Banyak dari pekerja migran

# Indra Dwi Listyanita, wawancara, (Kota Malang, 8 Desember 2019)
8 Diaz Ridho Putra, wawancara, (Kantor PATK| Malang. Malang, 22 Oktober 2019)
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Indonesiadi luar negeri sengaja melarikan diri ke kantor perwakilan Republik
Indonesia tujuannya untuk membonceng program pemerintah agar
kepulangan mereka dibiayai pemerintah pula.

Kedua, kebutuhan pekerja migran yang mendesak. Memutuskan
menjadi pekerja migran memang jalan akhir yang ditempuh ketika keadaan
ekonomi benar-benar menghimpit. Kondisi yang terlalu terburu-buru ini
membawa seseorang jatuh dalam jaringan calo-calo yang berusaha
mengambil keuntungan besar atas ketidaktahuan calon pekerja migran.

Sri Miwah Yuliani yaitu pekerja migran asal Desa Druju Kecamatan
Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang menceritakan kasusnya di Taiwan
karenaterjerat jaringan calo.

“saya dulu ingin segera berangkat jadi saya mencari PT

pemberangkatan yang bisa segera memberangkatkan saya. Karena

mengikuti aturan pemerintah itu saya kerepotan harus mencari surat
macam-macam jadi saya percaya dengan orang yang mengajak saya
itu. Saya cuma belajar bahasa sebentar lalu saya diberangkatkan.

Ternyata pekerjaan saya tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh PT

pemberangkatan, selain itu gaji saya 4 bulan juga tidak diberikan™®

Selain itu Tetik Riwayati asa Desa Argotirto Kecamatan
Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang juga mengatakan hal serupa.

“kelamaan mbak kalo urus surat ini itu, wong kebutuhane wis mepet.

Yo aku percaya wae diberangkatkan lewat orang itu, tetanggaku yo

onok sing diberangkatne wesan. Ruibet pokok Mbak, gae surat iki nek

Surabaya, gae surat sijine maneh nek PT ne. surat kurang iku gak

budhal-budhal Mbak. Makane aku pilih diurusne wong wae cek aku

gak ribet dewe. Wis percoyo pokoke aku”®*

(“kelamaan Mbak kalau mengurus surat ini itu, kebutuhan sudah
mendesak. Aku percayakan melalui orang itu, tetangga saya juga ada

¥ Sri Miwah Y uliani, wawancara, (K abupaten Malang, 10 Desember 2019)
# Tetik Riwayati, wawancara, (Kabupaten Malang, 10 Desember 2019)
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yang pernah diberangkatkan. Ribet banget, buat surat ini di
Surabaya, surat yang satunya di PT nya, surat yang kurang itu tidak
diberangkatkan. Maka dari itu saya pilih diuruskan orang biar gak
ribet sendiri. Sudah saya percayakan”)

Sebagian besar calon pekerja migran beranggapan bahwa birokras
pemerintah sangat berbelit. Prosedur yang dilaui untuk segera
diberangkatkan sangat rumit. Kondisi inilah yang menjadi peluang bagi calo-
cdo pemberangkatan untuk mengobral janji dan  iming-iming
pemberangkatan cepat.

Dijelaskan Bapak Diaz Ridho Putra Petugas Perlindungan PATKI
Malang ketika menjemput pekerja migran Indonesia korban calo yang
dipulangkan dengan keadaan sakit jiwa.

“Pernah kami menjemput pekerja migran Indonesia yang

dipulangkan di bandara Juanda Surabaya dengan gangguan mental

tanpa satu dokumenpun yang dibawanya. Kami sangat kesulitan
karena kami sendiri tidak tau daerah asalnya mana. Kami hampir
saja membawanya ke Malang. Setelah kami menelusuri lebih lanjut
mulai dari pemberangkatannya ternyata pekerja migran tersebut
berasal dari Lampung. Karena memang selain melakukan
perlindungan pekerja migran Indonesia di wilayah kerja kantor kami,
kami juga sering menerima pengaduan dari pekerja migran Indonesia

diluar wilayah kerja. Ini adalah korban calo yang tidak bertanggung
jawab”®

Pekerja Migran Indonesia yang berangkat dengan menggunakan jasa
cao pemberangkatan yang menjadi awal permasalahan ketidaklengkapan
dokumen-dokumen pekerja migran Indonesia di regional Malang dan juga
sering terjadi di daerah-daerah lainnya. Pekerja migran yang bermasalah di
luar negeri korban praktek jasa calo akan menyulitkan proses pemulangan

yang dilakukan penerintah melalui lembaga-lembaganya seperti PATKI

¥ Diaz Ridho Putra, wawancara, (Kantor PATK| Malang. Malang, 22 Oktober 2019)
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Malang karena calo akan menahan dokumen-dokumen pemberangkatan
pekerja migran Indonesia. Menggunakan calo pemberangkatan akan
menimbulkan banyak masalah karena prosedur administrasi banyak yang
dilanggar. Selain itu, praktek calo pekerja migran Indonesia sangat rawan
dengan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Banyaknya pekerja migran Indonesia yang berangkat menggunakan
jasa calo pemberangkatan sangat menjadi hambatan pelayanan pemulangan
pekerja migran oleh PATKI Malang ketika terjadi permasalahan di negara
penempatan. Calo merupakan salah satu jaringan migrasi ilegal yaitu jaringan
yang bekerjaterselubung di luar peraturan perundang-undangan dan memiliki
pengaruh yang kuat dan meluas.®®

Cado menjadi tujuan berlarinya masyarakat yang tidak memilki
pekerjaan tetap. Calo akan berusaha menarik korbannya melalui berbagai
cara diantaranya adalah mendekati keluarga dan dengan mendekati calon
korban pekerja migran secara langsung. Mereka memberikan informasi ggji
yang tinggi dan mengobral biaya pemberangkatan yang murah dibandingakan
dengan berangkat melalui jalur resmi.

Sri Miwah Y uliani menceritakan

“awalnya saya kan dulu tanya-tanya di PJTKI gitu, kemudian

didatangi orang ke rumah Mbak. Setelah itu saya ngobrol dan banyak

dikash tau soal kesuksesan TKI di luar negeri yang pernah
diberangkatkan. Kemudian orang itu ya obral mau berangkatin saya
gitu dengan biaya murah, saya dulu cuma membayar sekitar lima

ratus ribu lalu diberangkatkan. Katanya sisa biaya ditanggung PT
jadi gaji saya 4 bulan itu tidak diberikan. Saya merasa rugi gaji saya

8 Abdul Haris dan Nyoman Andika, Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentingan Regional, Dari
Perbudakan ke Perdagangan Manusia, (Y ogyakarta: Lesfi, 2002), 97.
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sebanyak itu kok tidak diberikan, kalau dipotong ya seharusnya ada
sisanya Mbak, tapi saya selama 4 bulan itu tidak dapat apa-apa’*®’

Penghasutan dan iming-iming kemudahan menjadi pekerja migran
sering kali terjadi, tidak satu dua kejadian saja, namun banyak yang menjadi
korban semata-mata tergiur dengan rayuan calo. Untuk meyakinkan
korbannya, tidak jarang calo akan memberikan pinjaman untuk
memberangkatkan pekerja migran ke luar negeri. Tanpa disadari inilah yang
membawa pekerja migran ke dalam permasalahan yang rumit sampa dia
kembali ke daerah asalnya. Calo dianggap masyarakat sebagai jalan pintas
dengan prosedur yang cepat untuk segera ditempatkan di luar negeri.
Prosedur penempatan yang dilakukan oleh calo lebih singkat dibandingkan
prosedur penempatan yang dilakukan oleh instansi-instans resmi
pemberangkatan pekerja migran Indonesia.

Ketiga, faktor majikan. Faktor majikan menjadi penentu betah atau
tidaknya seorang pekerja migran bekerja. Sifat penduduk setiap negara
berbeda-beda baik dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal dari diri
majikan itu sendiri. Di negara-negara tertentu seperti di Timur Tengah, watak
dari majikan kebanyakan adalah galak dan keras kepala sedangkan di negara-
negara asia timur seperti Hongkong, Taiwan, China, dan Jepang lebih ke sifat
cerewetnya

Diah Anggraeni, seorang pekerja migran asal Kota Maang yang

pernah bekerjadi Y ordania menuturkan.

¥ Sri Miwah Y uliani, wawancara, (K abupaten Malang, 10 Desember 2019)
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“kerja di Yordan itu ya saya takut Mbak, orangnya kan besar-besar,
galak-galak. Kalau disuruh ya ngangguk aja. Kerja di sana iku gak
bisa apa-apa Mbak, |ha wong mau makan aja rasanya takut. Gak ada
santainya kerja di sana mbak, ada aja yang harus dilakukan mulai
dari nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju banyak kerjanya. Setiap
hari itu mbak. Semua sudah dikerjakan pasti masih ada yang
disalahkan.””®

Kondis negara Timur Tengah yang tandus menjadikan sifat sebagian
penduduknya keras itulah hal yang menjadi faktor terjadinya kasus-kasus
kekerasan yang sering dialami oleh pekerja migran.

Selain itu, kendala pemulangan pekerja migran Indonesia bermasalah
berupa ijin pemulangan dari majikan banyak terjadi di Arab Saudi yang biasa
disebut balagh hurub.®® Istilah ini biasa disebut KBRI untuk memberikan
konfirmasi kepada lembaga terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di
dalam negeri seperti PATKI Malang. Hal ini merupakan bentuk koordinasi
antara lembaga negara dalam memberikan pelayan perlindungan kepada
pekerja migran Indonesia di luar negeri. Ketika pekerja migran Indonesia
kabur dan mencari perlindungan, majikan akan melaporkan mereka telah
mencuri dan sebagainya, sehingga itulah yang menyulitkan upaya
pemulangan pekerja migran Indonesia. Kendala ijin dari majikan ini bisa
terjadi pada pekerjamigran Indonesia prosedural maupun non-prosedural.

Menurut Maimunah, seorang pekerja migran Indonesia bermasalah

dari Desa Kademangan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang yang

pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab saudi.

# Diah Anggraeni, wawancara, (Kota Malang, 2 Desember 2019)

89

Tempo.co, “Pemulangan WNI Asal Arab Saudi Terganjal ljin Majikan”,

https://dunia.tempo.co/read/731619/pemul angan-wni-dari-arab-saudi-terganjal -izin-majikan,
diakses 15 Desember 2019.
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“Sebenarnya ketika saya masih di asrama penampungan PT yang
memberangkatkan saya dulu, saya sudah banyak diberi tau kemana
saya mengadu jika majikan saya galak. Tapi mengadu pakai
handphone saja tidak bisa kalau saya tidak kabur. Tapi kalau saya
kabur pasti majikan akan mengadukan saya ke polis dan mengatakan
saya kabur dan telah mencuri sesuatu dari rumahnya. Kalau saya
minta ijin baik-baik bisa-bisa saya disiksa.””*

Salah satu tugas PATKI adalah crisis center (pelayanan pengaduan).
Pengaduan yang diterima PATKI Malang bisa berasal dari pekerja migran
Indonesia sendiri dari luar negeri atau dari keluarga pekerja migran Indonesia
di dalam negeri. Pengaduan yang diterima memang tidak bisa diproses secara
langsung tanpa ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak terkait.

Crisis center (pelayanan pengaduan) merupakan perwujudan dari
amanat Pasal 6 ayat (1) huruf | ndang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa salah satu hak yang dimiliki
oleh pekerja migran Indonesia adalah memperoleh jaminan perlindungan
keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah
asal. ™

Berbeda negara berbeda pula kasusnya. Negara Timur Tengah dengan
sistem kerja yang terlalu mengikat, pembatasan hak-hak pekerja dan sebagain
besar majikan yang galak dan keras kepala berbeda dengan sistem kerja di
Asia Timur seperti Hongkong, Taiwan, China dan Jepang. Di sana sistem
kerja bebas, tidak ada pembatasan hak bekerja, pekerja migran boleh

melakukan apa sgja yang mereka inginkan, termasuk gaya fashion yang

mereka pilih bebas sehingga bisa dilihat secara langsung pekerja migran dari

% Maimunah, wawancara, (Kabupaten Malang, 27 Oktober 2019)
° Pasal 6 ayat (1) huruf | Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia.
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Asia Timur lebih terlihat sgahtera dengan gaya fashion glamor tidak berbeda
dengan majikannya.

Menurut Tetik Riwayati yang pernah bekerja di Hongkong

“jane kerjo nek Hongkong ki nek pas penak yo penak Mbak. Bose wis

koyo koncone dewe. Kerjo nek kono iso libur seminggu pisan, oleh

dolen nyandi ae mbak, gawe baju pie ae yo oleh. Yo kadang-kadang
bose ancen cerewet po maneh wis tuo. Kari kene ae Mbak” %

(“‘sebenarnya bekerja di Hongkong itu kalau kebetulan enak ya enak.

Majikan bisa kayak teman. Kan kerja disana juga ada liburnya

seminggu sekali, disini boleh keluar kemana saja mbak, pakai baju

apa saja juga boleh. Cuma majikan disini cerewet-cerewet apalagi
kalau sudah tua. Tinggal TKI nya mbak kuat apa ndak.””)

Selain penuturan dari Saudari Tetik Riwayati, banyak pekerja migran
lainnya yang mengakui bahwa majikan di luar negeri memang cerewet-
cerewet. Semua kembali kepada pekerja migran itu sendiri. Sedikit dia
melawan, dapat memicu permasalahan yang lebih besar lagi. Namun jika
pekerja migran bersifat acuh akan hal tersebut maka ia mampu bertahan lebih
lama dalam bekerja.

Realita bahwa bekerja di negera-negara Asia Timur lebih bebas dalam
melakukan sesuatu dan bebas berpenampilan ini juga tidak berarti bebas
masalah. Kebebasan berpenampilan yang kebarat-baratan justru menjadi
sumber permasalahan yaitu pelecehan seksual. Perlakuan tidak senonoh lebih
banyak terjadi di negara-negara dengan kebebasan yang tinggi.

Implementasi  fasilitas repatriass memang menjadi jawaban dari

berbagai permasalahan yang terjadi. PATKI Malang sudah mengupayakan

perlindungan pekerja migran regional Malang melalui fasilitas repatriasi atau

% Tetik Riwayati, wawancara, (Kabupaten Malang, 10 Desember 2019)
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pelayanan pemulangan secara optimal. Namun persoalan yang semakin hari
semakin kompleks menjadi penghambat yang harus ditemukan jalan
keluarnya.
c. Upaya Penyelesaian Persoalan-Persoalan yang Dihadapi P4TKI
Malang dalam I mplementas Fasilitasi Repatriasi

Menurut teori Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat
dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan hukum represif dan
perlindungan hukum preventif.”® Perlindungan hukum represif merupakan
penyelesaian dari perkara yang terjadi sedangkan preventif adalah
pencegahan agar perkara tersebut tidak terjadi. Berikut upaya perlindungan
hukum represif dan preventif yang dilakukan oleh PATKI Maang dalam
menyel esalkan persoal an-persoal an terhadap implementasi fasilitasi repatrisi:
1) Upaya Perlindungan Hukum Represif

Pertama, melakukan koordinasi dengan unit pelaksana teknis lainnya
atau dengan lembaga pusat untuk melengkapi fasilitas penjemputan
pemulangan pekerja migran Indonesia. Upaya yang dilakukan dari hambatan
yang datang dari kurangnya fasilitas penjemputan pekerja migran Indonesia
yang bermasalah dengan kondisi sakit atau meninggal. Upaya yang dilakukan
PATKI Maang yaitu dengan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga
terkait perlindungan pekerja migran Indonesia yang memiliki fasilitas yang

sedang dibutuhkan atau mengatur tempat debarkasi pekerja migran Indonesia

% Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: PT. Bina llmu, 1987), 4
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dengan lembaga terkait yang paling dekat dan mempunyai fasilitas yang
dibutuhkan.

Menurut cerita Bapak Diaz Ridho Putra Petugas Perlindungan PATKI
Malang ketika menjemput pekerja migran Indonesia yang dipulangkan
dengan keadaan meninggal.

“Peristiwa yang menimpa Ira N. S adalah salah satu contohnya. Ira

N. S adalah pekerja migran dari Kabupaten Malang yang

ditempatkan di Hongkong kemudian mengalami sakit dan meninggal

di negara tersebut dan dipulangkan pada 24 September 2019 kemarin.

Kabupaten Malang termasuk wilayah kerja kantor kami sehingga

seharusnya jenazah Ira dijemput di Bandara Juanda Surabaya.

Namun karena PATKI belum memiliki ambulan sendiri akhirnya

jenazah Ira dijemput di bandara Bandara Soekarno Hatta Jakarta

atas koordinasi dengan BNP2TKI. Dimanapun penjemputannya

sebenarnya tidak masalah bagi kami karena faslitas repatrias
adalah program pemerintah yang dibiayai oleh APBN*"%*

K erjasama merupakan kunci kelancaran dan keberhasilan suatu upaya.
Begitupun dengan tugas PATKI yang merupakan UPT dari BNP2TKI juga
membutuhkan kerjasama terutama dari  lembaga pusatnya untuk
memperlancar tugasnya. Ketidaklengkapan fasilitas yang dimiliki oleh PATKI
menjadi tanggung jawab BNP2TKI sehingga pekerjaan bisa diselesaikan
sesuai jadwalnya.

Kepulangan pekerja migran Indonesia dari luar negeri seluruhnya
dibiayai olen pemerintah yang sudah dianggarkan dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana kerja atau
program pemerintah yang sudah disususn dan diperhitungkan pembiayaannya

secara sistematis berupa penerimaan dan pengeluaran dalam masa waktu satu

* Diaz Ridho Putra, wawancara, (Kantor PATK| Malang. Malang, 22 Oktober 2019)
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tahun anggaran yang disusun oleh pemerintah pusat dengan persetujuan
DPR.*® Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan BNP2TKI Nomor 03 Tahun
2019 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran
Indonesia Bermasalah Sampai ke Daerah Asal.
Kedua, upaya mediasi penyelesaian sengketa pekerja migran dengan
PT jasa penempatan pekerja migran dan penelusuran berkas-berkas alamat
dari pekerja migran undocumented untuk mengembalikannya ke daerah asal.
Terkait dengan permasalahan pekerja migran ilegal tanpa dokumen atau
dokumennya masih ditahan oleh PT yang memberangkatkan, PATKI bekerja
secara optima untuk mengumpulkan kembali dokumen-dokumen yang
ditahan oleh PT pemberangkatan dengan cara mempertemukan dengan
pekerja migran untuk dilakukan mediasi. Mediasi yang dilakukan bertujuan
untuk mempertemukan kedua belah pihak agar memenuhi hak masing-
masing.
Menurut Bapak Diaz Ridho Putra sebagai Petugas Perlindungan
PATK| Malang.
“Kami sangat banyak mendapat kesulitan dalam menjalankan tugas
terkait dengan PMI yang diberangkatkan calo PJTKI tidak resmi.
Setelah pekerja migran dipulangkan pasti ada sengketa terutama
urusan gaji. Banyak pekerja migran yang belum menerima gajinya
secara keseluruhan sehingga kami perlu mempertemukan mereka
untuk di madiasi. Medias tidak berarti langsung menyelesaikan
masalah, malah kadang terjadi keributan. Namun jika hal itu terjadi
maka tugas kami adalah menyerahkan masalah ke UPT atasan kami,
bisa BP3TKI atau LP3TKI. Namun jika permasalahan tidak kunjung

usai kami menyerahkan pada pengadilan. memang begini mbak
meneliti perkara pekerja migran itu tidak ada selesainya.”*°

% Adrian Sutedi, Hukum Keuangan Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 76
* Diaz Ridho Putra, wawancara, (Kantor PATK| Malang. Malang, 22 Oktober 2019)
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Calo-cao akan menahan dokumen-dokumen milik PMI bermasalah
yang dibutuhkan oleh PATKI Malang sebagal syarat administrasi pemulangan
pekerja migran Indonesia ke daerah asanya. Selain itu calo juga akan
melakukan penjemputan kepada pekerja migran Indonesia di debarkas
kedatangan dengan mengaku sebagai keluarga pekerja migran Indonesia
Upaya yang bisa dilakukan oleh PATKI Maang hanya mengembalikan
pekerja migran Indonesia bermasalah yang berada di shelter penampungan
yang sudah tidak diurus oleh calonya tanpa dokumen-dokumen. Tidak
berhenti sampa disitu, PJTKI yang didalamnya terdapat jaringan calo
menahan gaji pekerja migran Indonesia sehingga menimbulkan sengketa
antara pekerja migran Indonesia dengan PJTKI tersebut.

Tugas PATKI sebagai lembaga yang memilki tugas perlindungan
terhadap PMI yaitu menjadi tempat mediasi atau penyelesaian sengketa antara
PMI dengan PJTKI atau calo-calo yang terlibat permasalahan dengan pekerja
migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia dan perwakilan dari PITKI yang
memberangkatkan kemudian akan dipanggil ke kantor PATKI untuk
selanjutnya dilakukan mediasi untuk mempertemukan permasalahan dan
menyel esaikan hak masing-masing yang masih disengketakan.

Tugas mediasi ini diamanatkan oleh Pasal 77 Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

“(1) Dalam hal terjadi perselisishan antara Pekerja Migran

Indonesia dengan pelaksana penempatan mengenai Pelaksanaan

Perjanjian, Penyelesaian dilakukan secara musyawarah, (2) Dalam

hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan
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penyel esaian perselisishan tersebut kepada instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah Kabupaten/

kota, Pemeritah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Pusat, (3) Dalam

hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak tercapai, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan

tuntutan dan/ atau gugatan melalui pengadilan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan’”®’

Upaya mediasi dilakukan oleh pihak PATKI Malang, namun ketika
mediasi tidak berhasil akan diserahkan kepada unit pelaksana teknis
BNP2TKI lainnya yaitu BP3TKI Surabaya. Jika upaya tersebut juga tidak
menemui titik temu maka hal terakhir yang dilakukan adalah menyerahkan
permasal ahan ke pengadilan.

Ketiga, pencegahan praktek percaloan. Upaya untuk mengurangi
praktek calo dan sponsor pengiriman pekerja migran Indonesia secara illegal
sudah dilakukan oleh pemerintah melaui BNP2TKI beserta UPT-nya di
daerah-daerah, serta perangkat penegak hukum lainnya sesua amanat
Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia dan Peraturan BNP2TKI Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai
ke Daerah Asal.

Upaya ini harus disertai dengan pelayanan birokrasi yang terbuka
mulai dari pemberangkatan sampa dengan kepulangan pekerja migran

Indonesia dan yang paling penting adalah menjauhkan pekerja migran dari

pungutan liar serta meregistrasi ulang lembaga penyalur pekerja migran.

9 Pasal 77 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia
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Kemudahan yang ditawarkan oleh calo memang menggiurkan. Oleh
karena itu penegak hukum harus menertibkan keberadaan calo saat
penempatan dan pemulangan pekerja migran Indonesia. Pemerintah harus
menyederhanakan mekanisme dan prosedur penempatan dan pemulangan
pekerja migran Indonesia. Birokrasi dalam penerbitan dokumen yang
diperlukan dalam penempatandan pemulangan pekerja migran Indonesia
harus lebih dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik.

Prosedur yang rumit perlu dipangkas namun tetap dalam kaidah
peraturan  perundang-undangan yang berlaku.® Pemangkasan atau
penyederhanaan ini dilakukan dengan pengurusan dokumen-dokumen yang
biasa dilakukan di pusat bisa dilayani di daerah-daerah sehingga lebih efisien.
Tujuan utama dari adanya penyederhanaan birokrasi adalah agar tidak terjadi
pemberangkatan dan penjemputan pekerja migran Indonesia oleh calo-calo
yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah dengan lembagalembaga yang terkoordinasi dalam
masalah perlindungan pekerja migran Indonesia membuat sistem pengaduan
ketika pekerja migran Indonesia mendapatakan masalah di negara
penempatan. Pemerintah sudah menyiapkan jaringan untuk pengaduan
melalui telepon, pesan seluler, website, maupun faxsimile yang memberikan
layanan pengaduan 24 jam kepada masyarakat pada umumnya dan keluarga
maupun pekerja migran sendiri selagi mereka mendapatkan masalah dalam

bekerja di luar negeri. Layanan telepon bebas biaya dalam negeri dapat

% Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 246
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menghubungi 0800 1000 sedangkan untuk luar negeri yaitu 062 21
29244800. Sementara untuk pengaduan pesan seluler dengan mngirim pesan
pada nomor 7266 dan faximile ke nomor 162 21 29244810 dan 162 21
29244811. Untuk pengaduan melalui website dengan surat elektronik dapat
dikirimkan ke halotki @bnp2tki.go.id

2) Upaya Perlindungan Hukum Preventif

Sosidlisasi secara intensif dan menyeluruh kepada calon pekerja
migran khususnya regional Malang untuk menambah pengetahuan dan
mengenalkan mereka pada kondisi masing-masing negara penempatan.
Sosialisas merupakan bentuk pencegahan preventif persoalan-persoalan yang
mungkin saja akan terjadi.

Upaya membentuk pribadi yang sadar hukum berarti memberikan
pengetahuan dengan hukum yang bersangkutan. Pengetahuan terhadap
hukum merupakan proses awal yang penting agar timbul kesadaran calon
pekerja migran terhadap hukum.*® Pengetahuan terhadap hukum dimaknai
secara kompleks berarti mengetahui apa sga yang diatur, apa sga yang
dilarang, dan apa sgja yang harus dilakukan.

Untuk mewujudkan kesadaran hukum diantara pekerja migran, upaya
preventif yang dilakukan PATKI Malang adalah melakukan sosialisasi seperti
yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 8 ayat (3) huruf a bahwa salah

% Muslan Abdurrahman. Ketidakpatuhan TKI, Sebuah Diskriminasi Hukum. (Malang: UMM
Press, 2006), 137.
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satu perlindungan teknis adalah pemberian sosialisasi dan diseminas
informasi.

Dalam implementasinya sosialisasi dilkukan berdasarkan Pasal 11
ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
melakukan sosialisasi informasi dan permintaan pekerja migran kepada
masyarakat dengan melibatkan pemerintah desa. Namun hal itu tidak berjalan
sesuai rencana seperti yang dijelaskan oleh Bapak Diaz Ridho Putra.

““sosialisasi secara terbuka dengan dibantu perangkat daerah sudah
kami lakukan namun tidak ada antusias dari masyarakat karena ya
mungkin dianggap tidak penting dan nggak semua orang mau jadi
pekerja migran mbak, oleh karena itu sosialisas kita lakukan kepada
calon pekerja migran yang berangkat melalui kantor kami saja atau
yang secara resmi, untuk yang berangkat dengan PJTKI lainnya baik
resmi atau tidak resmi kami hanya bisa menghimbau ke PJTKI untuk
memberikan sosialisasi secara intensif.””*®

Tidak semua calon pekerja migran menganggap sosialisasi itu penting.
Bahkan ada yang beranggapan bahwa informasi seputar bekerja di luar negeri
dapat mereka dapatkan dari mulut ke mulut yang disampaikan teman atau
orang lain seperti keterangan Maimunah berikut:

“selama di penampungan PT ya ada Mbak kayak pengajaran gitu,
banyak yang mengikuti tapi ya habis itu lupa mbak. Informas yang
diingat itu malah yang biasa kami bicarakan sama temen-temen yang
mau berangkat itu. Biasanya kan teman-teman gosip katanya
tetangga- katanya tetangga gitu. Ngantuk Mbak semuanya kalau
diceramahi masalah gituan terus sama petugas”

Tidak hanya Mamunah yang mengakui bahwa dia tidak pernah

mendengarkan sosialisasi namun banyak calon pekerja migran yang memang

'% Diaz Ridho Putra, wawancara, (Kantor PATKI Malang. Malang, 22 Oktober 2019).



81

merasa bosan dan ngantuk jika menerima materi seputar pengetahuan di luar
negeri. Sosialisasi bukan hanya sekedar informasi yang mengabarkan keadaan
di luar negeri namun memberikan pengetahuan tentang peraturan yang bisa
mereka patuhi untuk kalangsungan pekerjaan mereka selama di luar negeri.
Pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi dapat menjadi pegangan untuk
melindungi diri sendiri agar tidak menjadi korban penyiksaan maupun
peni puan.

2. Implementas Fasilitas Repatriasi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Undang-undang diciptakan oleh wakil rakyat guna melindungi
kepentingan rakyat. Undang-undang yang sudah dibentuk dan disahkan
seharusnya dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan
ketertiban tanpa ada pelanggaran hak di semua bidang kehidupan khususnya
dalam penelitian ini adalah bidang ketenagakerjaan.

Bertolak dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak
untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh
penghasilan yang layak baik di dalam maupun di luar negeri.’®* Terkait
dengan pekerja di luar negeri atau yang disebut sebagai pekerja migran
Indonesia masih sering terjadi permasalahan yang melanggar hak-hak pekerja

migran di luar negeri.

101 Yndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang K etenagakerjaan.
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Pekerja migran Indonesia dilindungi dengan Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-
undang tersebut kemudian dilaksanakan oleh BNP2TKI yang salah satunya
Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Pos Pelayanan Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Malang.

Untuk mengurangi permasalahan yang terjadi PATKI Maang harus
mematuhi beberapa prinsip diantaranya adalah transparans adalah prindip
dimana PATKI harus menyediakan informasi yang lengkap dan akurat kepada
caon pekerja migran tentang seluk-beluk pekerjaan di luar negeri, bebas
adalah tidak boleh ada pemaksaan tentang pemilihan bidang kerja yang
dikehendaki oleh calon pekerja migran, objektif terhadap semua pekerja
migran,adil dan setara tanpa melakukan diskriminasi tergadap golongan
tertentu.

Prinsip-prinsip tersebut sudah dilaksanakan dengan baik oleh PATKI
Malang sesuai diiringi dengan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
bahwa 1) Asas Keterpaduan yaitu sinergi yang dibuat pihak-pihak terkait
penempatan dan perlindungan pekerja migran, 2) Asas Persamaan Hak
merupakan jaminan untuk pekerja migran agar memperoleh perlakuan yang
sama kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan juga penghidupan yang
layak seperti yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan, 3) Asas
Pengakuan Atas Martabat dan Hak Asasi Manusia yaitu perlindungan pekerja

migran harus mencerminkan adanya penghormatan terhadap keberadaan
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manusia sebagar makluk Tuhan yang memiliki hak yang sama demi
menjunjung martabat manusia, 4) Asas Demokrasi adalah asas yang
menjamin pekerja migran untuk bebas memberikan pendapat, berserikat, dan
berkumpul. 5) Asas Keadilan Sosial merupakan asas yang menekankan
kepada pemerataan, tidak diskriminatif dan menyeimbangkan antara hak dan
kewgjiban, 6) Asas Kesetaraan dan Keadilan Gender merupakan asas yang
memberikan kedudukan dan peran yang seimbang antara laki-laki dan
perempuan, 7) Asas Nondiskriminasi adalah asas penjaminan kesetaraan hak
tanpa memandang ras, suku, agama, etnis, kelompok, golongan, bahasa dan
lain sebagainya, 8) Asas Anti Perdagangan Manusia adalah asas untuk tidak
melakukan perekrutan tenaga kerja dengan cara kekerasan yang dikendalikan
oleh pihak-pihak yang ingin mengeksploitasi pekerja migran, 9) Asas
Transparansi merupakan asas perlindungan pekerja migran yang terbuka,
jelas, dan jujur, 10) Asas Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban
kepada masyarakat dalam perlindungan pekerja migran, 11) Asas
berkelanjutan maksudnya adalah asas yang perlindungan PMI harus
mencakup seluruh tahapan perlindungan pekerja migran baik sebelum,
selama, maupun setelah bekerja untuk menjamin kesejahteraan masa kini dan
masa yang akan datang. 1%

Penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri

merupakan tugas pemerintah dengan melakukan koordinasi UPT sampai ke

192 Yndang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia



daerah-daerah. '* Penempatan dan perlindungan pekerja migran merupakan
hal gentinga yang harus mendapatkan khusus karena menyangkut harkat dan
martabat pekerja migran. *** Beberapa lembaga terkait dengan penempatan
dan perlindungan pekerja migran adalah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (PJTKI), Departeman tenaga kerja, BNP2TKI, kantor imigrasi dan
Departeman Luar Negeri atau Perwakilan RI.

Dalan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ada tiga pembagian perlindungan
yaitu perlindungan sebelum bekerja, perlindungan selama bekerja dan
perlindungan setel ah bekerja. Pasal 21 huruf h Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa
fasilitasi repatriasi termasuk dalam perlindungan selama bekerja.

Fasilitas repatriasi  merupakan upaya pemerintah untuk
menyelamatkan dan memulangkan pekerja migran yang bermasalahah di
negara penempatan serta menyelesaikan sengketa antara pekerja migran
baik dengan majikan atau dengan kantor jasa pemberangkatan agar tidak
ada pelanggaran hak.

Pada intinya PATKI Maang sudah bekerja keras untuk
melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran Indonesia khususnya dalam ha

perlindungan. Permasalahan yang menjadi hambatan tidak selalu berasal

193 Arief Syafrianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Asal
Kalimantan Barat yang Bekerja di Malaysia, Skripsi Universitas Tanjungpura, 2013. 3

1% Abdul Haris, Migras Internasional di Asia Tenggara: Prospek dan Implikasi yang
Ditimbulkan, (Maang: UMM Press, 1997), 52.
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dari  PATKI Maang sga namun banyak faktor lain  yang
mempengaruhinya.
Implementasi Fasilitas Repatrias Pekerja Migran Indonesia Ditinjau
dari Hukum Islam
a. Konsep Perlindungan Pekerja Migran Perspektif Hukum Islam
Suatu negara pasti memiliki pemerintahan dimana salah satu tugas
didalamnya adalah untuk melindungi rakyatnya. Rasulullah mengajarkan
pemerintah sebagai pihak yang memiliki kekuatan harus menjamin keamanan
dan keselamatan rakyatnya'® Islam adalah agama yang mengajarkan
kedamaian dengan tujuan agar datangnya kebaikan dan kesegjahteraan umat
manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam segala aktifitas manusia,
khususnya dalam hal mencari rezeki dari Allah SWT, Isam mengagarkan
lima mis yaitu memelihara Agama, memelihara Jiwa, memelihara Akal,
memelihara K eturunan dan memelihara Harta.'®
Menurut Ibnu Taymiyyah, untuk mewujudkan masyarakat yang
damai dan sejahtera, sebuah negara harus memilki pemerintahan.'®”
Membentuk suatu pemerintahan bukan hanya dilatarbelakangi oleh keinginan
mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan dama namun juga
merupakan perintah agama yaitu Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat

55

105 Asy Syariah Edisi 095, Manhaji “Hubungan Anatar Rakyat dan Pemerintah dalam Pandangan
Islam”, https://asysyariah.com/hubungan-antara-rakyat-dan-pemerintah-dalam-pandangan-islam/,
diakses 25 Desember 2019

106 v ysuf Qardhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Jakarta: Gema Insane Press, 1996), 42

197 Khalid 1brahim Jindan, Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taymiyyah, Terjemahan
Munfid, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 43.
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Artinya :Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-
sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia
telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia
akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka,
dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka
dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku
dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan

Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah

orang-orang yang fasik.'*

Bukti perwujudan dari adanya pemerintah itu sendiri adalah lahirnya
peraturan atau perundang-undangan untuk menertibkan kehidupan
masyarakat. Penertiban bertujuan untuk melindungi masyarakat dari
penindasan baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
Berkaitan dengan perlindungan pekerja migran di luar negeri, kebijakan
pemerintah diimplementasikan dengan pembentukan unit pelaksana teknis di
daerah-daerah  untuk menjangkau dan memudahkan penanganan
permasalahan pekerja migran di luar negeri dengan pemulangan ke daerah
asalnya atau dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia disebut dengan fasilitas repatriasi.

1% QS. An-Nur (24): 55
1% Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamilquran, 2009), 357.



87

R
V-QJGJAN&AWJM

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku

lemah lembut terhadap mereka........

Redaks tersebut memberi penjelasan bahwa dalam menyelesaikan
permasalahan yang terjadi pada masyarakat, pemerintah harus tetap berlaku
damai untuk menjaga agar tidak menimbulkan konflik yang dapat merugikan
banyak orang. PATKI Maang dalam menyelesaikan sengketa antara pekerja
migran dengan PJTKI yang memebrangkatkan pasca tiba di daerah asdl
adalah dengan melakukan perdamaian yaitu medias untuk mepertemukan
kepentingan masing-masing pihak.

Islam tidak memihak gender laki-laki atau peremapuan dalam hal
perlindungan. Namun karena memang kondis wanita yang lebih lemah dari
laki-laki, perempuan harus lebih banyak mendapatkan perlindungan dari
berbagai pihak. Diinformasikan oleh BNP2TKI kepada PATKI Malang bahwa
pada tahun 2018 jumlah PMI Wanita atau yang biasa disebut Tenaga Kerja
Wanita (TKW) mencapai 80% dari jumlah keseluruhan pekerja migran
Indonesia yang berhasil ditempatkan di luar negeri. Dari jumlah tersebut

sebagian besar merupakan pembantu rumah tangga.**2

19Qs. Ali “Imran (3): 159

! Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamilquran, 2009), 71.

"2 Database bagian perlindungan PATKI Malang, Data Perlindungan 2015-2019 berdasarkan
wilayah kerja PATKI Malang. 22 Oktober 2019.
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Ada empat prinsip ketenagakerjaan perspektif Islam  untuk
memuliakan hak pekerja yaitu™>:
1) Prinsip kemerdekaan manusia
Kemerdekaan manusia diperintahkan secara langsung oleh

Nabi Muhammad SAW untuk tidak melakukan perbudakan
dengan tujuan untuk membentuk kehidupan masyarakat yang
toleran dan berkeadilan. Prinsip ini melarang agar tidak terjadi
sistem jua beli pekerja dan pengabaian hak-hak manusia
khususnya yang sering terjadi terhadap pekerja migran di luar
negeri. Prinsip kemerdekaan manusia sebagai  bentuk
penghormatan atas independenss manusia agar tidak
dikendalikan oleh orang lain.

2) Prinsip kemuliaan dergjat manusia

Semua manusia dilahirkan dalam keadaan yang sama yaitu

dalam posisi yang mulia. Tidak ada seorangpun yang dilahirkan
dengan keadaan lebih terhormat dari manusia lainnya. Hanya
sgja ketika telah dewasa tingkat ketakwaanlah yang akan menjadi
dergat kemuliaan seseorang di sisi Allah SWT. Dalam Islam,
semua orang diwgibkan menghormati pekerjaan orang lain
asalkan itu hala dan tidak merugikan pihak lain. Kemuliaan
pekerjaan dilihat dari besarnya kontribusi bagi orang lain seperti

hadits berikut

18 13 prof. Muhammad, “Tenaga Kerja dan Upah dalam Perspektif Islam”,
https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html, diakses 28
Desember 2019.
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““sebaik-baik manusia diantara kamu adalah yang paling
banyak manfaatnya bagi orang lain” (HR. Bukhari dan Muslim)

Kecenderungan manusia memang akan memandang lebih
tinggi seseorang yang memiliki profesi bagus, menghasilkan
banyak uang sehingga meremehkan pekerjaan yang rendah dan
sederhana. Ajaran Islam sangat melarang meremehkan profes
rendahan karena sesungguhnya yang mengetahui kemuliaan
sebuah pekerjaan hanya Allah SWT.
Prinsip keadilan dan anti diskriminasi

Prinsip inilah yang sering dilanggar dalam lingkungan
pekerja migran di luar negeri. Pekerja migran yang datang
dianggap sebaga orang rendahan bukan bagian mereka sehingga
tidak perlu dihormati keberadaannya. Dalam segarah Islam,
Rasulullah SAW juga pernah memiliki budak namun beliau
senantiasa memperlakukan budak tersebut dengan adil dan penuh
penghormatan. Bahkan budak Rasulullah SAW tersebut adalah
orang yahudi namun beliau tidak pernah memaksakan agama
kepada budaknya untuk mengikuti agamanya.
Prinsip kelayakan upah pekerja

Guna mengegjar kuntungan yang besar, terkadang majikan
mengabaikan hak gaji pekerjanya. Hal ini sering terjadi pada
pekerja migran yang bekerja bertahun-tahun  namun tidak

menerima ggji dari majikannya. Islan menggarkan dalam
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pemberian upah pekerja harus memenuhi dua kriteria yaitu adil
dan mencukupi. Prinsip ini terangkum dalam Hadits Rasulullah
SAW vyang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihagi
“berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering
keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap
apa yang dikerjakan™
Pekerja berhak menerima gginya setelah melakukan
kerjaannya. Menunggak gaji pekerja berarti telah melanggar
kontrak kerja yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam
Islam. Dalam memberikan gaji seorang majikan juga harus tau
proporsinya yang kini biasa disebut dengan Upah Minimum
Regional (UMR). Tidak boleh majikan memberikan gaji jauh
dibawah UMR sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup
pekerja. Pentingnya keadilan dalam pengupahan ini juga
dipertegas oleh Rosulullah SAW dalam hadits riwayat Muslim:
“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu,
Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu, sehingga
barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya
maka harus diberinya makan seperti apa Yyang
dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa
yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan
kepada mereka tugas yang sangat berat, dan jika kamu
membebankannya dedngan seperti itu, maka hendaklah
membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim)
Idam sangat memperhatikan bagaimana seseorang

memperlakukan pekerjanya agar tidak terjadi penindasan antar

sesama manusia. Manusia diciptakan untuk saling mengenal dan
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saling membantu bukan saling menindas dan merampas hak
yang lainnya.
b. Implementas Faslitas Repatrias Sebagai Bentuk Pembebasan
Penindasan Pekerja Migran dari Majikan
Salah satu tujuan datangnya Islam pada sgjarahnya adalah untuk
menghapus ketidakadilan dalam tenaga kerja. Sebelum masa kenabian,
perbudakan menjadi budaya masyarakat khususnya yang lebih berkuasa.
Namun kita tidak sepenuhnya bisa menyamakan budak dengan tenaga
kerja. Budak bukan tenaga kerja begitupun sebaliknya. Perbudakan
merupakan suatu tindakan bebas memperlakukan budak sesuai keinginan
majikan namun majikan tidak boleh memperlakukan tenaga kerja sesuai
kemauannya karena ada perundang-undangan yang melindungi tenaga
kerja. Bahkan pada masa perbudakan ini, majikan diperbolehkan
melakukan jual beli budak di pasar budak namun tidak dengan tenaga
kerja, majikan tidak diperkenankan melakukan jual beli tenaga kerja
katena termasuk bentuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO).***
Hak asasi budak secara mutlak berada di tangan majikan. Tidak ada cara
lain untuk memerdekakan budak kecuali dengan membeli dari
majikannya.
Nabi Muhammad SAW menghimbau majikan untuk |ebih
memperhatikan kesgahteraan tenaga kerja ataupun budak masa itu

dengan memberikan bagian zakat kepada para budak. Baru ketika Nabi

Y4 prof. Muhammad, “Tenaga Kerja dan Upah dalam  Perspektif  Islam”,
https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html, diakses 28
Desember 2019
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Muhammad SAW hijrah ke Madinah, perbudakan gencar-gencar
dihapuskan disana namun berubah menjadi tenaga kerja yang
keberadaanya dilindungi dan bebas dari penindasan.

Meskipun Islam sudah menghapus praktek perbudakan sgak
zaman kenabian, namun tidak jarang kini banyak pekerja yang
diperlakukan seperti budak khususnya bagi pekerja migran yang bekerja
di luar negeri. Pekerja migran yang tidak beruntung diperlakukan tidak
manusiawi oleh majikannya layaknya seorang budak. Banyak pengaduan
yang diterima oleh pemerintah melalui unit pelaksana teknis seperti
PATKI Malang seperti pekerja migran yang mengalami kekerasan, tidak
menerimagaji, pelecehan seksual dan pembatasan hak-hak lainnya.

Untuk membebaskan pekerja migran dari penyiksaan dan
perbudakan di luar negeri, pemerintah selanjutnya mengeluarkan
perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017
tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia diamana di dalam Pasal
21 Huruf h bahwa salah satu perlindungan pekerja migran selama bekerja
di luar negeri adalah adanya fasilitas repatriasi. Repatriasi yang
dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk mengembalikan pekerja
migran ke daerah asalnya dan menyelesaikan permasalahannya baik
dengan majikan atau dengan perusahaan jasa pemberangkatan.

Fasilitas repatrias merupakan bentuk perjuangan pemerintah
dalam membela orang yang lemah atau tertindas. Allah SWT berfirman

dalam QS. An-Nisaayat 75
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Artinya: Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan
(membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita
maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan kami,
keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan

berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari

sisi Engkau!”.**

Ayat tersebut memerintahkan seseorang untuk membela pihak
yang lemah terlebih dia adalah seorang pemimpin. Seperti halnya
fasilitas repatrias merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah sebagal fasilitasi pemulangan sekaligus pembelaan terhadap
pekerja migran di luar negeri dengan berbagai permasalahan. Pekerja
migran di luar negeri bisa disebut dalam kondisi lemah karena mereka
berada di luar negeri di bawah kendali majikan. Fasilitas repatriasi yang
diamanatakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Perlindungan Pekerja Migran tersebut sudah sesuai dengan prinsip Islam

untuk saling tolong menolong dan melindungi pihak yang lemah.

15 S, An-Nisa (04): 75
¢ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Bandung: Syaamilquran, 2009), 90
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Persodan-persoalan yang menjadi hambatan terhadap implementasi
fasilitas repatriasi oleh PATKI Malang diklasifikasikan menjadi dua yaitu:
persoalan internal yang berasal dari lembaga PATKI Malang dan persoalan
eksternal yang disebabkan oleh pekerjamigran itu sendiri.
Persoalan internal yang berasal dari lembaga PATKI Malang adalah
pertama, fasilitas repatrias yang tidak memadai. Fasilitas tersebut
diperuntukkan bagi pekerja migran yang tiba di debarkasi dengan keadaan
sakit fislk maupun jiwa, lumpuh, dan meninggal. Kedua, wilayah kerja

PATKI Malang yang begitu luas sehingga menambah antrian penjadwalan
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repatriasi yang harus dilakukan untuk segera menyelesaikan permasalahan
pekerjamigran regional Malang di luar negeri.

Persoalan eksternal yang berasal dari pekerja migran sendiri meliputi
pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat pendidikan yang rendah
membawa konsekuensi dengan kesadaran hukum pekerja migran yang
rendah pula. Kedua, kebutuhan ekonomi pekerja migran yang mendesak
sehingga mendorong pekerja migran untuk masuk dalam jaringan
percaloan yang menggunakan pekerja migran sebagai alat mencari
keuntungan yang besar. Ketiga, faktor majikan. Majikan menjadi penentu
betah atau tidaknya pekerja migran bekerja.

Upaya perlindungan yang dilakukan dibagi menjadi upaya represif dan
preventif.

Upaya represif: Pertama, melakukan koordinasi dengan UPT lain atau
dengan lembaga pusat untuk melengkapi fasilitas penjemputan
pemulangan pekerja migran Indonesia. Kedua, upaya mediasi penyelesaian
sengketa pekerja migran dengan PT jasa penempatan pekerja migran dan
penelusuran berkas-berkas alamat dari pekerja migran undocumented
untuk mengembalikannya ke daerah asal. Ketiga, pencegahan praktek
percal oan.

Upaya preventif: sosiaisasi secara intensif dan menyeluruh kepada calon
pekerja migran khususnya regional Malang untuk menambah pengetahuan
dan mengenakan mereka pada kondis masing-masing negara

penempatan.
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2. Implementas fasilitas repatriasi yang dilaksanakan oleh PATKI Malang
ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia sudah sesuai, beberapa hal persoalan yang
menjadi hambatan tidak hanya berasal dari PATKI Malang namun banyak
faktor luar yang turut mempengaruhi.

3. Implementas fasilitas repatriasi yang dilaksanakan oleh PATKI Malang
ditinjau dari Hukum Islam sesuai dengan prinsip ta’awun atau tolong
menolong terhadap sesama khususnya orang yang lemah.

B. Saran
Saran yang diberikan peneliti untuk PATKI Malang untuk
meningkatkan kinerjanya dalam melindungi pekerja Migran Indonesia
diantaranya adalah meningkatkan koordinasi dengan unit pelaksana teknis

(UPT) lainnya terkait kelengkapan fasilitas penjemputan, mengatur

mangjemen perlindungan pekerja migran Indonesia sebaik mungkin yang

berhubungan dengan pemerintah maupun swasta, menyederhanakan prosedur
birokrasi yang rumit agar calon pekerja migran tidak tergoda dengan bujuk
rayu calo, meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah, murah dan cepat,
lebih menggiatkan sosialisasi guna meningkatkan kompetensi pekerja migran
Indonesia agar memiliki daya saing di pasar tenaga kerja internasional,
meningkatkan transparansi dan penegakan hukum, dan lebih konsekuen di

bidang perlindungan pekerjamigran Indonesia.
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Wawancar a Penulis dengan Petugas Perlindungan
Pekerja Migran di PATKI Malang (Diaz Ridho Putra, S. Psi.)

Penulis

Bpk. Diaz

Penulis

Bpk. Diaz

Penulis

Bpk. Diaz

Penulis

Bpk. Diaz

Silahkan perkenalkan diri Anda dan profil seputar PATKI
Malang

Baik, Nama saya Diaz Ridho Putra. Saya salah salah satu
pel aksana tugas perlindungan di PATKI Malang sejak didirikan
pada Juni 2015. Saya ditugaskan BNP2TKI di unit pelaksana
teknis (UPT) PATKI Malang bagian perlindungan pekerja
migran. Jadi PATKI Malang merupakan UPT dari BNP2TKI
pusat yang ada di Jakarta. Dalam menjaankan tugasnya PATKI
Malang dibagi dalam dua divis yaitu divisi penempatan dan
divisi perlindungan. Tugas tersebut secara umum meliputi
verifikasi dokumen penempatan pekerja migran, pembekalan
akhir pemberangkatan (PAP), E-KTKLN, crisis center
(pelayanan pengaduan) hingga fasilitas repatrias atau yang
biasa disebut pelayanan pemulangan.

Apakah semua golongan pekerja migran kepentingannya bisa
dilayani oleh PATKI Malang?

PATKI Malang memang dibagi menjadi dua divis tugas yaitu
bagian penempatan dan bagian perlindungan. Bagian
penempatan bertugas  melayani penempatan dan
pemberangkatan pekerja migran secara resmi, sedangkan
bagian perlindungan memilki tugas ganda yaitu melindungi
pekerja migran secara keseluruhan yaitu yang berangkat secara
resmi (legal) maupun yang tidak resmi (ilegal/undocumented)
sesual dengan amanat UUD 1945 untuk melindungi segenap
bangsa Indonesia tanpa terkecuali.

Berkaitan dengan fasilitasi repatrias  atau pelayanan
pemulangan, adakah persoalan-persoalan yang dihadapi oleh
PATKI Malang?

Menjalankan tugas khususnya bagian perlindungan yang
berhubungan dengan orang-orang bermasalah tentu sgja pasti
ada persoalan-persoalan yang kami hadapi. Namun persoalan
yang paling sering kami hadapi adalah persoalan dari pekerja
migran ilegal. Beragkat sga sudah bermasalah apalagi
pulangnya.

Mengapa anda sebut pekerja migran ilega paling banyak
mendatangkan masalah?

Berkaitan dengan fasilitas repatriasi yang anda katakan yang
biasa kami sebut dengan pelayanan pemulangan. Tugas kami
tidak berhenti sampai pada penjemputan sgja. Sebelum
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menjemput kami juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang
dibutuhkan kemudian memverifikasinya. Sedangkan setelah
penjemputan yang sering kita lakukan ketika pekerja migran
memiliki permasalahan dengan PJTKI yang
memberangkatkannya maka kami akan mengadakan mediasi di
kantor kami ini untuk mempertemukan dan menyelesaikan
permasalahan antara pekerja migran dengan PJTKI-nya. Kami
sangat banyak mendapat kesulitan dalam menjalankan tugas
terkait dengan PMI yang diberangkatkan calo PJTKI tidak
resmi. Setelah pekerja migran dipulangkan pasti ada sengketa
terutama urusan gagji. Banyak pekerja migran yang belum
menerima gajinya secara keseluruhan sehingga kami perlu
mempertemukan mereka untuk di madiasi.

Kurangnya dokumen yang dibawa pekerja migran saat
dipulangkan ini juga sangat membingungkan kami. Pernah
kami menjemput pekerja migran Indonesia yang dipulangkan
di bandara Juanda Surabaya dengan gangguan mental tanpa
satu dokumenpun yang dibawanya. Kami sangat kesulitan
karena kami sendiri tidak tau daerah asalnya mana. Kami
hampir saja membawanya ke Malang. Setelah kami menel usuri
lebih lanjut mulai dari pemberangkatannya ternyata pekerja
migran tersebut berasal dari Lampung. Karena memang selain
melakukan perlindungan pekerja migran Indonesia di wilayah
kerja kantor kami, kami juga sering menerima pengaduan dari
pekerja migran Indonesia diluar wilayah kerja. Ini adalah
korban calo yang tidak bertanggung jawab.

Kalau persoalan yang menjadi hambatan fasilitasi repatrias
yang berasal dari PATKI itu sendiri apa sga?

Tidak banyak persoalan yang datang dari kantor kami,
mungkin karena kurangnya fasilitas penjemputan sgja. Ada
beberapa pekerja migran yang pulang dengan keadaan
meninggal, terutama penyebabnya adalah sakit di negara
penempatan. Karena dia berada di wilayah kerja kantor kami
jadi kamilah yang bertugas menjemputnya di bandara. Bandara
yang paling dekat yang bisa kita jangkau adalah bandara
Juanda Surabaya dan Bandara Abdul Rachman Saleh di
Malang. Namun karena kantor kami belum memiliki ambulan
maka jenasahnya diturunkan di bandara Soekarno Hatta Jakarta
dan dipulangkan ke rumah duka dengan mengunakan ambulan
dari kantor pusat BNP2TKI. Orang-orang kantor turut
menjemput di Jakarta dan mengantarkan ke rumah duka.
Peristiwa yang menimpa Ira N. S adalah salah satu contohnya.
Ira N. S adalah pekerja migran dari Kabupaten Maang yang
ditempatkan di Hongkong kemudian mengalami sakit dan
meninggal di negara tersebut dan dipulangkan pada 24
September 2019 kemarin. Kabupaten Maang termasuk wilayah
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kerja kantor kami sehingga seharusnya jenazah Ira dijemput di
Bandara Juanda Surabaya. Namun karena PATKI belum
memiliki ambulan sendiri akhirnya jenazah Ira dijemput di
bandara Bandara Soekarno Hatta Jakarta atas koordinasi
dengan BNP2TKI. Dimanapun penjemputannya sebenarnya
tidak masalah bagi kami karena fasilitas repatriasi adalah
program pemerintah yang dibiayai oleh APBN.

Selain itu mungkin juga wilayah kerja kantor kami yang cukup
luas dengan bertambahnya jumlah permasal ahan yang terjadi di
luar negeri sehingga menambah antrian pemulangan juga.

Y ang dipulangkan tersebut berarti benar-benar menjadi korban
majikan di luar negeri ya Pak?

Sebenarnya tidak semua pekerja migran yang dipulangkan
adalah pekerja migran yang benar-benar bermasalah baik
dengan dokumen-dokumennya ataupun dengan majikannya.
Fasilitasi repatriasi yang merupakan program pelayanan
pemulangan pekerja migran bermasalah ini  banyak
dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang nakal dengan
menyerahkan diri agar tertangkap di KBRI dan dipulangkan
oleh negara secara gratis. Hal ini biasanya terjadi di Bulan
Ramadhan menjelang |ebaran.

Adakah upaya preventif untuk mencegah persoaan yang
terjadi?

Upaya preventif yang bisa kita lakukan sebelum
pemberangkatan adalah sosialisasi. Sosialisasi secara terbuka
dengan dibantu perangkat daerah sudah kami lakukan namun
tidak ada antusias dari masyarakat karena ya mungkin
dianggap tidak penting dan nggak semua orang mau jadi
pekerja migran mbak, oleh karena itu sosialisasi kita lakukan
kepada calon pekerja migran yang berangkat melalui kantor
kami sgja atau yang secara resmi, untuk yang berangkat dengan
PJTKI lainnya baik resmi atau tidak resmi kami hanya bisa
menghimbau ke PJTKI untuk memberikan sosialisasi secara
intensif.
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Apalatar belakang menjadi pekerja migran?

Saya lulusan SMP Mbak, kalau mau cari kerja yang gagjinya
lumayan tinggi ya nggek bisa Sebenarnya Lowongan
pekerjaan di Malang ini banyak Mbak, tapi ya gajinya paling
tidak satu juta bagi saya yang lulusan SMP. Ggji satu juta tidak
cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Gaji suami
saya juga sedikit tidak cukup untuk biaya anak sekolah kalau
saya tidak nekat bekerja di luar negeri. Awalnya saya lihat
tetangga yang kerja di Hongkong kok sepertinya sukses, bisa
beli apa gja. Sgjak saat itu saya bicara sama suami awanya dia
bilang jangan, tapi kemudian diijinkan satu kali kontrak sga.
Bagaimana proses pemberangkatannya?

Kalau saya dulu diberangkatkan PT ya biasa gja mbak, tinggal
di penampungan terlebih dahulu. Baru saya diberangkatkan ke
Singapura dan ditempatkan di pabrik.

Pekerjaannya bagai mana disana dan berapa gajinya?

Gajinya 7 juta Mbak, tapi setelah itu saya kena PHK akhirnya
dipulangkan PATKI Malang. Setelah saya dipulangkan saya
masih harus berurursan dengan PT karena potongan gaji saya
tidak sesuai namun itu segera terselesaikan dibantu PATKI
Malang.

Bagaimana sikap atasan di luar negeri?

Kerjadi pabrik ya pasti adatarget kerja Mbak, ada tekanan dari
atasan namun saya tidak merasa tersiksa dengan hal itu hanya
karena kondisi pabrik yang tidak stabil sgja akhirnya terjadi
beberapa PHK terhadap beberapa pekerja.

Jka terjadi masalah di luar negeri bagamana cara
mengadukannya?

Selama di penampungan kami sudah dibekali dengan
pengetahuan seputar negara penempatan dan juga lingkungan
Kerjanya Mbak. Bagaimana Kita menghadapi permasalahan
yang terjadi, itu sudah dikasih tau, juga diberi nomor telepon
Jika mau mengadukan sesuatu.

Adakeinginan untuk kembali bekerjadi luar negeri lagi Mbak?
Waduhh.... Belum tau Mbak kalau sekarang, nggak tau nanti
kalau tergoda buat kerja lagi di luar negeri hahaha...
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Apalatar belakang menjadi pekerjamigran Mbak?

Ya ikut kanca-kanca Mbak, kelihatannya sepulang dari luar
negeri itu pasti mapan hidupnya, jadi orang sukses. Lihat
mereka sukses saya tertarik bekerja di luar negeri juga akhirnya
saya memutuskan menyusul tetangga saya yang kerja di luar
negeri.

Bagai mana proses pemberangkatannya?

Saya dulu ingin segera berangkat jadi saya mencari PT
pemberangkatan yang bisa segera memberangkatkan saya
Karena mengikuti aturan pemerintah itu saya kerepotan harus
mencari surat macam-macam jadi saya percaya dengan orang
yang mengagjak saya itu. Saya cuma belgar bahasa sebentar
lalu saya diberangkatkan. Ternyata pekerjaan saya tidak sesuai
dengan yang dikatakan oleh PT pemberangkatan, selain itu ggji
saya 4 bulan jugatidak diberikan

Pekerjaannya bagai mana disana dan berapa gajinya?

Saya bukan pembantu disana, saya bekerja dipabrik. Gainya
yadiatas yang bekerjadi rumah tangga mbak.

Bagaimana sikap atasan di luar negeri?

Kaau atasan ya biasa, namanya kerja pasti ada tekanan semua
pegawa juga sama sga Kaau PHK memang tidak bisa
dihindari ya nggak apa-apa Mbak kerjaan di luar negeri kan
banyak, bisa pulang dulu nanti kalau minat kerja di luar negeri
yatinggal daftar lagi.

Jka terjadi masadah di luar negeri bagamana cara
mengadukannya?

Ya tingga lapor ga Mbak, menurut saya nggak ribet. Saya
juga ada masalah tapi dengan PJTKI saya. Akhirnya
diselesaikan dibantu PATKI.

Adakeinginan untuk kembali bekerjadi luar negeri lagi Mbak?
AdaMbak, tapi yananti dulu lahh, masih pengen istiranat.
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Apalatar belakang menjadi pekerjamigran Bu?

Pengen koyo kanca-kancane Mbak nek aku. Iso nyukupi
keluarga lah. Selama iki tak sawang sing lungo nek luar negeri
kok akeh penghasilane, iso tuku sembarang-mbarang mula aku
kepincut pengen melu. Trus aku di jak dulurku pisan Mbak.
Dulurku kan yo kerjo nk luar negeri.

Bagai mana proses pemberangkatannya?

Aku dikenalne wong Mbak nek dulurku. Aku pisan yo males
nek kudu wara-wiri dewe. Kelamaan mbak kalo urus surat ini
itu, wong kebutuhane wis mepet. Yo aku percaya wae
diberangkatkan lewat orang itu, tetanggaku yo onok sing
diberangkatne wesan. Ruibet pokok Mbak, gae surat iki nek
Surabaya, gae surat sijine maneh nek PT ne. surat kurang iku
gak budhal-budhal Mbak. Makane aku pilih diurusne wong
wae cek aku gak ribet dewe. Wis percoyo pokoke aku
Pekerjaannya bagai mana disana dan berapa gajinya?
Waduuhh... koyo kapok Mbak rasane. Majikane cerewet
banget. Ra betah aku sembarang sing tak kerjakne salah. Jane
kerjo nek Hongkong ki nek pas penak yo penak Mbak. Bose
wis koyo koncone dewe. Kerjo nek kono iso libur seminggu
pisan, oleh dolen nyandi ae mbak, gawe bau pie ae yo oleh. Yo
kadang-kadang bose ancen cerewet po maneh wis tuo. Kari
kene ae Mbak. Ancen yo besar mbak gajine, adoh mbe kerjo
nek Malang wae, nek Hongkong iku yp 8 jutanan Mbak.

Jka terjadi masadah di luar negeri bagamana cara
mengadukannya?

Yo tingga lapor wae Mbak, tapi aku langsung kabur. Wis gak
pingin ribet-ribet aku. Nek pengenku ndisik langsung pindah
majikan ae Mbak tapi golek majikan langsung iku yo angel
Mbak. Y o akhire aku langsung mlayu nek kantor perwakilan.
Ada keinginan untuk kembali bekerjadi luar negeri lagi Bu?
Wis oraMbak, tak kerja mbi ngurus anak nek omah wae.
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Apalatar belakang menjadi pekerja migran Mbak?

Pengen cari uang gja Mbak, bantu suami lah.

Bagai mana proses pemberangkatannya?

Diberangkatkan PJTKI Mbak. Waktu itu saya tidak terlalu
paham bagaimana prosedur yang resmi dan tidak resmi. Surat-
surat yang diminta mereka ya saya penuhi begitu sgja.
Pekerjaannya bagaimana disana dan berapa gajinya?

Berat Mbak, terutama bersih-bersihitu.

Jka terjadi masadah di luar negeri bagamana cara
mengadukannya?

Sebenarnya ketika saya masih di asrama penampungan PT
yang memberangkatkan saya dulu, saya sudah banyak diberi
tau kemana saya mengadu jika magjikan saya galak. Tapi
mengadu pakai handphone sga tidak bisa kalau saya tidak
kabur. Tapi kalau saya kabur pasti majikan akan mengadukan
saya ke polis dan mengatakan saya kabur dan telah mencuri
sesuatu dari rumahnya. Kalau saya minta ijin baik-baik bisa-
bisa saya disiksa.

Adakeinginan untuk kembali bekerjadi luar negeri lagi Bu?
Nggak Mbak.
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Apalatar belakang menjadi pekerjamigran Mbak?

Ikut-ikut temen ga Mbak dulu. Kebutuhan juga banyak. Lihat
yang lain kerja di luar negeri sukses semua akhirnya tertarik
nyusul kesana.

Bagaimana proses pemberangkatannya?

Dikenalin sama seseorang Mbak, semua akhirnya diurus orang
itu.

Pekerjaannya bagai mana disana dan berapa gajinya?
Pekerjaannya berat banget. Suruh ini itu. Gak bolek begini
begitu kalau salah yang langsung marah-marah. kerja di
Yordan itu ya saya takut Mbak, orangnya kan besar-besar,
galak-galak. Kalau disuruh ya ngangguk gja. Kerja di sana iku
gak bisa apa-apa Mbak, lha wong mau makan ga rasanya
takut. Gak ada santainya kerja di sanambak, ada gja yang harus
dilakukan mulai dari nyapu, ngepel, cuci piring, cuci bagu
banyak kerjanya. Setiap hari itu mbak. Semua sudah dikerjakan
pasti masih ada yang disalahkan.

Jika terjadi masalah di luar negeri bagamana cara
mengadukannya?

Saya tidak bisa mengadu waktu itu Mbak. Saya tau caranya
mengadu tapi ya gak bisa keadaannya menakutkan. Saya takut
disakiti kalau saya ketahuan mengadu. Saya bahkan pernah
berfikir kalau saya bakaan tidak bisa pulang. Rasanya seperti
tahanan.

Adakeinginan untuk kembali bekerjadi luar negeri lagi Bu?
Kapok Mbak, gak bakalan saya kembali.
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Lampiran Gambar

Gambar 1. Wawancara dengan Bapak Diaz Ridho
Putra, Petugas Perlindungan PATKI Malang

Gambar 2: Wawancara dengan Srimiwah Y uliani, Desa
Druju Kecamatan Sumbermanjing Wetan K abupaten
Malang.
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Gambar 3: Wawancara dengan Indra Dwi Listyanita,
Desa Tulus Rejo, Kecamatan Lowokwaru, Kota
Malang.

BEUAYANAN PENANGANAN KASUS
R lIIEGAL/UNPROSEDURAL DI PATKI MALANG

_fr

Gambar 4: Alur Pelayanan Penanganan K asus Penempatan
TKI llegal/ Unprosedural di PATKI Malang
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PROSEDUR PENEMPATAN Pivi
MELALUI P3MI

ALUR PELAYAR
DI P4TKI MA

Gambar 6: Alur Pelayanan PAP di PATKI Malang
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Berdasar Wilayah Kerja PATKI Malang

Data Perlindungan 2015-2019

Perlindungan
No Daerah 2015 2019 Total
' Asal (Per 2016 2017 2018 (Per
Juni) Oktober)
Kota
1w Aang - 4 3 6 5 18
Kabupaten
2 Malang 5 33 26 63 49 176
3 | KotaBlitar - 1 - 1 3
off | RGeS ) 8 24 | 54 28 118
Blitar
5 | KotaBatu - - 2 - - 2
Kota
6 | pasuruan ) 3 3 - : 6
Kabupaten
7 Pasuruan - - 4 8 2 14
Kota
£ Probolinggo i I - ; i 3
Kabupaten
e Probolinggo i / g o E 13
i) | FEEL T Ny 3 ol i 8 37
Lumajang
Luar
Wilayah - 24 34 62 46 166
Kerja
Total 12 82 112 208 142 556

Sumber: Database bagian perlindungan P4TKI Malang, Data Perlindungan 2015

2019 berdasarkan wilayah kerja PATKI Malang. 22 Oktober 2019
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Data Kasus/ Per masalahan Berdasarkan Wilayah Kerja PATK EMalang
Periode Bulan Januari §/d September Tahun 2019

Jenis
No Permasalahan | Kota | Kota | Kota Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Jumlah
' /Wilayah Batu | Blitar | Malang | Pasuruan | Probolinggo | Blitar | Lumajang | Malang | Pasuruan | Probolinggo
Kerja
1 | SakitJiwa - - - - - - - 1 - 1 2
2 | Sakit Fisik - - - 1 - 5 1 6 - - 13
3 | Meningga - - 1 - - 2 5 8 1 - 17
4 | Deportas - - 1 - - - 2 12 1 - 16
Pelecehan
> Seksual i i [ i i i i 1 i i 1
6 | PHK - - 1 - - 2 - 4 - - 7
7 | Krimina - - - - - - - - - - -
Gaji Tidak
. Dipenuhi i ] i i i £ i 2 i i 8
9 Klaim i i F § i i ) ) ) ) )
Asuransi
10 | Danlain-lain - 1 2 - - 13 - 15 - 1 32
11 | Jumlah - 1 5 1 - 28 8 49 2 2 96

Sumber: Database bagian perlindungan PATKI| Malang, Data Perlindungan 2015-2019 berdasarkan wilayah kerja PATK| Malang. 22 Oktober 2019
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